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PENGANTAR 
 
 
Kesehatan mencakup kesehatan biologis/fisiologis, psikologis, sosial, dan kultural serta 
spiritual. Kesehatan psikologis baik pada level individu, keluarga, kelompok, komunitas, 
maupun masyarakat harus mendapat perhatian dan penanganan secara tepat. Penanganan 
permasalahan psikologis merupakan layanan profesional oleh psikolog. Mahasiswa Program 
Pendidikan Magister Psikologi Profesi dilatih untuk mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap kerja profesional sebagai psikolog di bawah supervisi/bimbingan 
Pembimbing dalam Praktek Kerja Profesi Psikologi (PKPP).  
 
Tantangan di era pandemi Covid-19 dan ke depan dengan perkembangan teknologi informasi 
dan era digitalisasi, maka pemberian asesmen dan intervensi dapat diberikan secara langsung 
(face to face) maupun tidak langsung. Dibutuhkan Buku Pedoman dan Panduan sebagai acuan 
dalam pemberian asesmen dan intervensi secara tidak langsung melalui media komunikasi 
tertentu (telekomunikasi) karena sebelumnya belum diberikan dalam proses pendidikan 
Magister Psikologi Profesi. 
 
Terima kasih kepada Tim Penyusun Buku Pedoman dan Panduan Tele-asesmen dan Tele-
intervensi dari perwakilan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi-AP2TPI dan Himpunan 
Psikologi Indonesia Himpsi yang telah menyelesaikan Buku Pedoman dan Panduan ini. Semoga 
AP2TPI dan Himpsi akan terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan psikologi 
profesi psikolog di Indonesia. Diharapkan data tele-asesmen dapat dijadikan sebagai bahan 
untuk menyusun dinamika psikologi dan menegakkan diagnosis; demikian juga tele-intervensi 
yang diterapkan dapat membantu individu, kelompok, komunitas dan masyarakat 
meningkatkan kesejahteraan psikologis dan kesehatan mentalnya serta dapat dievaluasi secara 
obyektif. 
 

Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) 
Ketua 2017-2020 
 
 
Dr. Nurul Hartini, M.Kes., Psikolog. 
Prof. Dr. Suryanto, M.Si., Psikolog 
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PENDAHULUAN 
 

Situasi pandemi COVID-19 membangun kesadaran bahwa layanan psikologi semakin 
dibutuhkan. Namun karena situasi, psikolog tidak dapat bertemu langsung dengan klien. Pada 
saat ini muncul kesadaran bahwa layanan psikologi jarak jauh perlu segera diberikan. 
Berdasarkan telaah lanjutan, beberapa negara telah menyediakan layanan psikologi jarak jauh 
dalam situasi normal sekalipun, yang awalnya dimulai dari layanan melalui telpon. 

Saat ini, Psikolog yang berkompeten untuk memberikan layanan psikologi belum 
memadai jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Sampai dengan 1 Oktober 2020, tercatat jumlah psikolog yang memiliki Surat Izin 
Praktik Psikologi berjumlah  9.779 orang. Di lain sisi, peran teknologi semakin meluas dan 
perkembangan teknologi baru terus berlanjut, memunculkan kesempatan, pertimbangan, dan 
tantangannya tersendiri terhadap praktik psikologis.  Dengan adanya kemajuan teknologi dan 
mengingat kebutuhan masyarakat serta kondisi demografis Indonesia, maka pengembangan 
layanan psikologi jarak jauh (telepsikologi) merupakan keniscahyaan dan perlu mendapat 
perhatian tersendiri terutama dalam hal pengembangan kompetensi dalam memberikan 
layanan psikologis. 

 
Panduan ini memuat standar dan panduan  dari American Psychological Association 

(APA) yang relevan1.  Selain itu, penyusunan panduan mengacu pada masukan-masukan yang 
telah dirumuskan dari Seminar Tele-Asesmen dan Tele- Intervensi yang diselenggarakan oleh 
AP2TPI pada bulan Oktober 2020. Bagian awal panduan, akan memuat prinsip-prinsip dalam 
melakukan layanan telepsikologi, khususnya tele-asesmen, tele-intervensi dan tele-supervisi.  
Pada bagian berikutnya, memuat petunjuk pelaksanaan telepsikologi oleh mahasiswa yang 
dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan serta membantu memastikan bahwa praktik 
sesuai dengan standar Kode Etik Psikologi Indonesia. Komitmen untuk mengimplementasikan 
panduan ini dalam pengelolaan praktik mahasiswa profesi sangat diperlukan. 

 
Penggunaan istilah ‘Panduan’ dalam dokumen ini mengacu pada pernyataan yang 

menyarankan atau merekomendasikan tingkah laku, usaha, dan tata cara profesional yang 
spesifik untuk para psikolog. Panduan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa praktik dan 
supervisor psikolog dalam membuat keputusan-keputusan terkait klien dan layanan yang 
diberikan.  Selain itu, panduan ini diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian kompetensi 
mahasiswa profesi saat penyesuaian layanan praktik profesi dilakukan secara daring.   

Pada panduan ini istilah mahasiswa menunjuk pada mahasiswa Program Magister 
Psikologi Profesi yang melakukan praktik profesi psikologi dibawah supervisi Psikolog. Karena 
batasan kewenangannya, dalam penanganan kasus-kasus oleh mahasiswa baik secara 
langsung maupun jarak jauh, tanggung jawab sepenuhnya ada pada Psikolog (dosen 
pembimbing/supervisor). Tanggung jawab ini memberikan konsekuensi bahwa masalah-
masalah yang mungkin timbul dalam proses penanganan klien ada pada psikolog (dosen) yang 
merupakan representasi dari Institusi Pendidikan di mana psikolog tersebut bekerja.  
Mengacu pada Tujuan Pelaksanaan Pembelajaram level Program Studi Psikologi Profesi (PSPP) 
S2 pada pasal 4, Surat keputusan AP2TPI No. 05/KEP/AP2TPI/2017, kompetensi yang perlu 
diperhatikan khusus dalam pembelajaran daring adalah:  

                                                        
1 Termasuk: Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (“APA Ethics Code”) (APA, 2002a, 2010), 
Record Keeping Guidelines (APA, 2007), dan asumsi dan prinsip yang memandu “Guidelines on Multicultural 
Training, Research, Practice, and Organizational Change for Psychologists” (APA, 2003) 
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1. Kompetensi 4 : Kemampuan asesmen, poin d. melaksanakan administrasi, skoring dan 
interpretasi tes psikologi. 

2. Kompetensi 6 :Kemampuan pemecahan masalah psikologis 
3. Kompetensi 7 : Kemampuan dalam melakukan intervensi psikologis 
4. Kompetensi 9 : Kemampuan hubungan professional dan interpersonal 
5. Kompetensi 10 : Kemampuan Komunikasi 
6. Kompetensi 13 : Etika Psikologi dan hukum 

Telepsikologi yang dimaksud dalam panduan ini adalah penyediaan/pemberian layanan 
psikologi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, baik dalam jaringan internet 
misalnya: video-conference, chat, text messages, e-mail maupun luar jaringan internet  
misalnya telepon atau sms. Seperti halnya layanan psikologi tatap muka langsung,  layanan 
telepsikologi juga menuntut kepatuhan pada Kode Etik Psikologi Indonesia demi memberikan 
pelayanan berkualitas dan perlindungan kepada penerima layanan. Karena layanan 
telepsikologi masih relatif baru di khasanah praktik psikologi di Indonesia, maka diperlukan 
pendidikan literasi teknologi bagi semua mahasiswa Program Studi Magiter Profesi.  

Praktik layanan telepsikologi melibatkan isu-isu terkait kepatuhan pada kode  etik 
psikologi, pertimbangan regulasi (hukum) terkait penggunaan teknologi telekomunikasi dan 
batas wilayah hukum, kebijakan di dalam dalam dan antar agensi, memahami kendala 
eksternal termasuk budaya dan keberagaman serta jaringan internet, serta tuntutan dari 
konteks profesional tertentu termasuk klien dengan persoalan yang bisa atau tidak bisa 
ditangani dengan menggunakan layanan tele dan dilakukan oleh mahasiswa praktik. Secara 
singkat, pemberian layanan telepsikologi, mengikuti delapan prinsip yang sebagiannya telah 
dicakup dalam Panduan Layanan Psikologi Dalam Masa Tanggap Darurat (HIMPSI, 2020).  
Panduan ini akan mengejawantahkan delapan prinsip layanan dalam pemberian layanan 
telepsikologi dalam  setiap fase praktik profesi, mulai dari persiapan, asesmen, intervensi, 
terminasi dan proses supervisi praktik profesi.  

 
Pemberian layanan telepsikologi, mengikuti delapan prinsip yang sebagiannya telah 

dicakup dalam Panduan Layanan Psikologi  yang diterbitkan HIMPSI (2020), yaitu:   
1. Berpegang teguh pada kode etik psikologi dalam keadaan apapun 
2. Tidak melakukan tindakan yang mempersulit klien maupun dirinya sendiri. 
3. Perlu  memahami dan mematuhi hukum dan peraturan yang mengatur praktik mandiri 

dalam wilayah hukum, antar wilayah hukum, dan batas internasional. 
4. Sudah memiliki pengetahuan awal mengenai kondisi klien untuk membuat keputusan 

jenis layanan yang akan diberikan. Untuk kasus-kasus tertentu, layanan telepsikologi 
tidak disarankan.   

5. Budaya dan keberagaman tetap menjadi pertimbangan penting  
6. Pendekatan tatap muka tetap perlu diprioritaskan.  Pendekatan telepsikologi menjadi 

alternatif, ketika tatap muka tidak dapat dilakukan karena situasi tertentu.  
7. Penanganan klien dengan kasus berat atau riwayat-riwayat yang merugikan atau 

berisiko melukai diri ataupun orang lain, tidak tepat menggunakan telepsikologi. 
Walaupun demikian, ada teknik-teknik tertentu yang dapat dilakukan misalnya  
Psychological First Aid (PFA) dan stabilisasi emosi. Selanjutnya, dapat dilaksanakan 
konseling/layanan terapi tatap muka langsung  dengan penyedia layanan yang sama, 
atau disediakan layanan tatap muka langsung di lokasi darurat terdekat.  Selain itu, 
perlu mempertimbangkan keberadaan orang-orang yang dapat membantu klien ketika 
situasi intens terjadi,  pada saat Psikolog melakukan telepsikologi.  
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8. Perlu menyiapkan rencana cadangan untuk tetap terhubung dengan klien sebagai 
antisipasi jika terjadi masalah jaringan.  Artinya, psikolog tidak dapat meninggalkan 
klien dalam kondisi ‘setengah’ tertangani.  

 
Panduan ini disusun khusus sebagai pegangan atau acuan utama dalam melaksanakan 

pendidikan magister profesi ketika praktik layanan psikologi yang diberikan mahasiswa calon 
psikolog dilaksanakan secara jarak jauh, baik dalam bentuk simulasi di dalam kelas maupun 
Praktik Kerja Profesi Psikologi. Untuk melengkapi pedoman dan panduan ini, mahasiswa atau 
dosen dapat menggunakan Panduan Layanan Psikologi (HIMPSI, 2020) diterbitkan HIMPSI pada 
bulan Maret 2020 
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BAGIAN 1 

I. PRINSIP PENYIAPAN TEKNIS LAYANAN TELEPSIKOLOGI  
 
Layanan telepsikologi dalam pendidikan profesi psikologi memerlukan tiga persyaratan 
minimum dalam hal pelaksanaan, yaitu: (a) media layanan telepsikologi (software dan 
peralatan teknologi informasi) dan ruangan (b) kesiapan mahasiswa (c) kesiapan dosen 
supervisor dan pengelola program 
 

1.1. MEDIA LAYANAN TELEPSIKOLOGI 

1.1.1. Perangkat Lunak dan Perangkat Keras 
 Pemilihan media tergantung hasil analisis situasi dan kebutuhan, namun media yang 
paling mendekati pertemuan tatap muka adalah media yang memungkinkan pemberi dan 
penerima layanan dapat melihat dan mendengar satu sama lain.  Setiap media komunikasi yang 
dipilih memiliki risiko dan konsekuensi yang harus dipertimbangkan oleh mahasiswa calon 
psikolog,  terutama terkait privasi, kerahasiaan dan keamanan jaringan internet (cybersecurity). 
Mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri menggunakan teknologi informasi yang dipilih. 
Pemilihan media mengacu pada Panduan Layanan Psikologi19. Namun jika jaringan internet 
tidak memadai, atau klien menghendaki cara lain, dapat dilakukan dengan media layanan lain 
misalnya telepon atau pesan tertulis (chat, sms, atau e-mail).   

Jaringan internet berkecepatan tinggi (high speed internet connection), disarankan  di 
atas 3 Mbbps. Kecepatan jaringan internet baik yang dimiliki oleh mahasiswa maupun klien, 
penting dipertimbangkan dalam pemilihan media demi kelancaran komunikasi dan mencegah 
terjadinya kesalahpahaman atau bahkan rasa frustasi. 

Komputer atau laptop, dengan speaker, mikrofon, dan kamera yang terintegrasi 
internal. Penggunaan layar monitor yang berukuran besar dan beresolusi tinggi lebih 
disarankan.  Apabila mahasiswa tidak memiliki peralatan terintegrasi dengan kualitas yang baik, 
mahasiswa disarankan menyediakan mikrofon, kamera dan headphone atau earphone yang 
terpisah dan berkualitas baik.  Kualitas perangkat keras yang digunakan dapat mempengaruhi 
kualitas komunikasi dan interaksi klien-psikolog. 
 

1.1.2. Ruangan 
Layanan jarak jauh menuntut pengaturan ruangan yang lebih teliti karena prinsip-

prinsip umum tempat layanan psikologi tetap harus diikuti. Mahasiswa Psikologi menyiapkan 
tempat bebas dari gangguan suara atau gangguan lain sehingga kerahasiaan klien terjaga. 
Ada 6 hal terkait ruangan yang perlu diperhatikan: Privasi, Aksesibilitas, Suara, Distraksi 
Visual, Cahaya/penerangan, Kontak mata. Penjelasan lebih lanjut ada pada panduan. 
 

1.2.  KESIAPAN MAHASISWA 
Mahasiswa profesi perlu memiliki kemampuan dasar layanan psikologi tatap muka (in-

person) sebelum mahasiswa melakukanya secara daring. Persiapan kemampuan melakukan 
layanan secara daring, perlu dilakukan secara khusus oleh program studi untuk memastikan 
bahwa mahasiswa profesi dapat melakukan praktik psikologi yang bertanggungjawab dan 
menjunjung tinggi Kode Etik Psikologi Indonesia. 

Kemampuan melakukan layanan telepsikologi meliputi antara lain: pengetahuan dan 
ketrampilan dasar layanan psikologi tatap muka langsung, sikap dan penampilan tatap muka 
langsung dan daring, keterampilan menggunakan teknologi informasi, kesiapan mahasiswa 
dalam mengelola kegiatan daring, serta kesiapan mahasiswa dalam membuat persiapan-
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persiapan kegiatan.   Dalam menyiapkan pengelolaan kegiatan praktik daring, mahasiswa perlu 
memiliki pemahaman yang cukup tentang keterbatasan teleasesmen dan teleintervensi 
dibandingkan dengan asesmen dan intervensi tatap muka langsung, terutama untuk menjaga 
validitas dan ketepatan interpretasi data hasil asesmen dan evaluasi proses maupun hasil 
intervensi. 
 
1.3 KESIAPAN SUPERVISOR DAN PENGELOLA PROGRAM STUDI 

Pengelola program dan dosen pembimbing/supervisor perlu melakukan penyesuaian 
yang terencana dalam pelaksanaan PKPP daring.  Pengeloa program perlu cermat menentukan 
bagaimana kompetensi yang telah ditetapkan pendidikan dapat tercapai melalui praktik kerja 
profesi dengan menggunakan telepsikologi. Pengelola program perlu menyiapkan pengaturan 
atau sistem supervisi dalam situasi khusus ini, yang dapat membantu terciptanya hubungan 
yang membangun dan menumbuhkan antara dosen pembimbing/supervisor dan mahasiswa 
bimbingan.  
 

II. PRINSIP DALAM TELE ASESMEN PSIKOLOGI 
 

Pada masa pandemi, layanan asesmen psikologis menghadapi situasi menantang 
terutama alat tes psikologis yang memiliki prosedur penyajian standar dengan tatap muka 
langsung.  Jika keperluan asesmen psikologis dapat ditunda, sebagian psikolog memilih untuk 
menunda penyajian. Namun, untuk kebutuhan asesmen psikologis yang mendesak, psikolog 
perlu mempertimbangkan layanan asesmen psikologis jarak jauh (tele-asesmen psikologi).  

Beberapa penerbit psikotes, mulai menerbitkan manual yang termodifikasi sesuai 
dengan tuntutan jaga jarak fisik dan isolasi.  Namun demikian, terdapat cukup banyak psikotes 
termasuk asesmen neuropsikologis, tes kognitif dan autism, mengalami keterbatasan signifikan 
dengan pembatasan fisik selama masa pandemi. Psikotes tersebut memerlukan manipulasi 
sarana tes, interaksi yang terstandarisasi antara klien dan asesor serta memerlukan observasi 
klinis klien. Perkembangan temuan riset di luar negeri atas kesetaraan penyajian dengan 
standar tatap muka langsung dengan penyajian daring menunjukkan hasil yang cukup 
menjanjikan.  Namun demikian, penelitian-penelitian replikasi diperlukan untuk menguatkan 
kondisi kesetaraan yang dimaksud.  

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, diperlukan prinsip-prinsip yang perlu dipegang 
saat layanan psikologi tetap diberikan dengan kondisi kesetaraan hasil psikotes tatap muka 
langsung dan daring (tele-asesmen) belum terjamin.  Artinya, validitas data hasil asesmen perlu 
secara eksplisit dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan psikologi.   

Pedoman dan panduan ini mencoba memberikan arahan asesmen psikologi dengan 
memanfaatkan pengetahuan terkini yang masih terbatas dan diskusi dengan berbagai pihak 
yang berkompeten terkait asesmen psikologi. 

 Layanan psikologi dalam situasi pembatasan fisik, memerlukan panduan khusus karena 
dalam beberapa hal berbeda dengan layanan langsung tatap muka. Perubahan prosedur 
penyajian psikotes perlu dilakukan dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan dengan penuh 
kesadaran; khususnya jika terkait dengan kemungkinan perubahan yang dilakukan dapat 
mempengaruhi hasil asesmen.  Psikolog yang telah mahir menyajikan psikotes sesuai dengan 
prosedur standar, tetap perlu mencobakan penyajian psikotes yang telah dimodifikasi sesuai 
dengan keperluan layanan daring kepada orang lain (trial) sebelum menerapkannya kepada 
klien pengguna jasa asesmen.  
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2.1. ENAM PRINSIP TELE-ASESMEN 

2.1.1. PRINSIP 1. Menjaga keamanan alat tes psikologis dengan sungguh-sungguh 
Untuk melakukan asesmen jarak jauh harus diperhatikan tentang keamanan alat test  

(test security).  Kode Etik Psikologi Indonesia 2010 pasal 67 menyebutkan bahwa berbagai 
upaya perlu dilakukan untuk mempertahankan integritas dan keamanan materi tes dan teknik 
asesmen sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku.  Oleh karena itu, 
diperlukan modifikasi prosedur penyajian psikotes dari bentuk penyajian standar ke bentuk 
penjajian jarak jauh 

Saat menyajikan psikotes, diperlukan pemantauan jarak jauh (remote proctoring) 
sekalipun instrumen psikotes bersifat self-administered atau tes yang dikerjakan mandiri oleh 
klien. Pemantauan jarak jauh ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan alat tes (test 
security) dan memastikan bahwa klien mengerjakannya sendiri.  Pemantauan jarak jauh dapat 
berupa pengaturan sistem monitoring, misalnya audio-visual monitoring atau lived-video,  yang 
memungkinkan pemantauan langsung aktivitas klien pada saat mengerjakan tes psikologi. 
Selain itu, pemantauan jarak jauh dapat melibatkan human proctoring, artinya menempatkan 
seseorang bertugas sebagai pengawas/pemantau di lokasi yang sama dengan klien yang 
sedang mengerjakan tes psikologi.  
 

2.1.2. PRINSIP 2. Lakukan yang terbaik dengan apa yang tersedia, dengan sungguh-sungguh 
dan beretika.  

Mahasiswa perlu memiliki pengetahuan cukup tentang bagaimana memanfaatkan 
teknologi yang tersedia.  Penting bagi mahasiswa memahami keterbatasan tele-testing, dan 
mempertanyakan kembali apakah memang tele testing diperlukan dengan mempertimbangkan 
rujukan (referral questions), bukti, karakteristik klien, dan pilihan klien serta keahlian 
mahasiswa itu sendiri. 

Lakukan yang terbaik agar prosedur penyajian daring sebisa mungkin sangat mirip atau 
dekat dengan penyajian tatap muka langsung.  Misalnya, rapport dengan klien tetap dibangun 
sebelum melakukan tes.  Untuk performance-based test seperti tes inteligensi, mahasiswa 
perlu cermat mengamati performa klien dan selalu siap mengintervensi jika ada hal-hal yang 
mengganggu atau tidak sesuai dengan proses yang umumnya berlangsung dalam penyajian 
tes. 
 Pada kuesioner self-report, komponen interaktif biasanya berupa instruksi awal yang 
disampaikan kepada klien dan tes dilakukan secara individual di dalam ruangan yang tenang.  
Namun demikian, harus dipastikan bahwa klien sendiri yang mengerjakan tes dan bahwa klien 
berada dalam ruangan yang bebas gangguan.   
 

2.1.3. PRINSIP 3. Cermat dan mindful dengan kualitas data hasil asesmen 
Sampai saat ini, penelitian terkait kesetaraan testing jarak jauh secara daring dengan 

testing tatap muka langsung, masih sangat terbatas.   Mahasiswa perlu menggunakan 
pengetahuannya tentang proses dibalik performa klien dalam mengerjakan suatu psikotes dan 
bagaimana proses-proses tersebut dapat dipengaruhi oleh cara penyajian yang telah 
dimodifikasi karena disajikan secara daring.  Upaya ini penting dilakukan agar mahasiswa dapat 
memahami kualitas data asesmen yang berhasil dikumpulkan. Sebagai contoh tes verbal yang 
banyak mengandalkan pendengaran dan pengucapan lisan bisa jadi tidak terlalu terpengaruh 
dengan penyajian daring dibandingkan dengan tes non-verbal (performance test).  

Selain itu, penting untuk dipikirkan seberapa validitas suatu tes dipengaruhi oleh 
perubahan prosedur penyajian.  Hal lain adalah perlu kehati-hatian dalam menentukan apakah 
psikotes tetap harus dilakukan secara daring dalam situasi khusus atau menunggu sampai 
dapat dilakukan pelayanan tatap muka langsung. 
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2.1.4. PRINSIP 4. Berpikir kritis tentang tes dan substitusi tes   
Ada tugas-tugas dalam psikotes yang tidak dapat direplikasi dalam format tele-

asesmen.  Misalnya: Block Design dari tes Wechsler (WAIS, WISC). Dengan situasi pembatasan 
fisik, model tes seperti ini untuk sementara tidak dapat dilaksanakan.   

Mahasiswa perlu memikirkan apakah ada tes/subtes pengganti yang mengukur aspek 
sama yang dapat dilakukan secara jarak jauh. Misalnya, menemukan tes lain yang mirip dengan 
yang akan disajikan.  Tes Wechsler (WAIS IV, WISC V) misalnya, memiliki sub-tes gabungan yang 
jika diberikan maka Block Design tidak perlu disajikan. 
 

2.1.5. PRINSIP 5.  Melebarkan “confidence interval” saat mengambil kesimpulan dan keputusan 
klinis 

Asesmen psikologi memerlukan clinical judgement dari psikolog yang menginterpretasi 
skor tes, termasuk margin for error dalam konteks individu, dan faktor kontekstual, termasuk 
didalamnya adalah keluhan utama klien, pertimbangan atas keberagaman, dan informasi lain. 

Kesimpulan dalam pemeriksaan psikologis termasuk -keputusan klinis- seyogyanya 
tidak disimpulkan dari skor tes tunggal. Dalam situasi pembatasan jarak fisik seperti saat ini, 
mahasiswa tetap melakukan integrasi data yang bersumber dari pemahaman atas individu 
dalam konteks budayanya dan situasi khusus yang dihadapi individu. 

Integrasi data tes yang berasal dari psikotes yang prosedur penyajiannya tidak standar 
(non-standardized administration procedures) akan memperlebar margin of error.   Oleh 
karena itu, penting untuk secara eksplisit melebarkan confidence intervals dan potensi 
kesalahan dalam proses penyajian psikotes, interpretasi dan penulisan laporan hasil 
pemeriksaan.    

Terkait dengan hal ini, penting untuk diingat bahwa data tes psikologis merupakan 
proxy dari kemampuan yang diukur, apakah itu kemampuan kognitif, sifat, status mental dan 
keberfungsian.  Tidak ada skor hasil tes yang akurat 100% dalam menggambarkan suatu sifat 
atau kualitas mental tertentu.  Skor tes dan data tidak lah sempurna, mereka memiliki eror dan 
merupakan konsep yang dekat dengan konstruk yang sedang kita ukur.  
 

2.1.6. PRINSIP 6:  Mempertahankan standard etika layanan yang sama dengan layanan 
asesmen psikologis tatap muka langsung. 

Prinsip etis yang mendasari Kode Etik Psikologi Indonesia bersumber dari perilaku 
berdasarkan nilai-nilai kebaikan, menghindari tindakan yang membahayakan atau 
menimbulkan kerugian (harm), berkeadilan dan jujur dalam melakukan pekerjaan.  Prinsip-
prinsip etis tersebut tetap dijunjung tinggi dalam situasi apapun.  

Termasuk didalamnya adalah memastikan proses dalam memperoleh pernyataan 
persetujuan (informed consent) dilakukan dengan lengkap, jelas, dan terus menerus.  Potensi 
kesulitan yang mungkin terjadi saat layanan tele-asesmen diberikan, harus dikomunikasikan 
secara eksplisit sejak awal. Penerima layanan perlu mengetahui keterbatasan layanan tele-
asesmen.  

Pernyataan persetujuan yang dilakukan pada saat layanan diberikan, baik lisan atau 
tertulis, perlu mempertimbangkan situasi klien, namun tetap harus diupayakan dalam situasi 
apapun.  Penggunaan koneksi internet atau moda komunikasi tele lain yang tidak terjamin 
keamanan jaringannya, perlu disadari oleh klien dan mahasiswa perlu mendapatkan 
persetujuan (consent) atas penggunaan sarana komunikasi tele tersebut. 

Tele-asesmen psikologi (tele-psychological assessment) masih merupakan area yang 
bagi sebagian besar mahasiswa maupun komunitas psikologi secara umum, belum terlalu 
dipahami dengan baik. Oleh karena itu, utamakan untuk selalu berkonsultasi kepada mereka 
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yang lebih ahli atau setidaknya berdiskusi dengan kolega tentang implikasi layanan asesmen 
yang diberikan. 

Hal lain, perlu diperhatikan isu terkait ketidaksetaraan, kesenjangan, dan keberagaman. 
Selain kepemilikan akses atas teknologi dan koneksi internet yang stabil, tingkat literasi 
teknologi klien dapat mempengaruhi performa klien dalam mengerjakan psikotes atau 
asesmen psikologi.  Misalnya, psikotes berbasis komputer mengharuskan klien paham 
bagaimana mengoperasikan komputer. Bagi mereka yang tidak terbiasa, hal ini mungkin akan 
mempengaruhi perfoma misalnya dalam hal kecepatan mengerjakan tes. 

Pada penulisan Hasil Pemeriksaan Psikologis (hasil asesmen), perubahan prosedur 
asesmen dan implikasinya pada hasil asesmen perlu dituliskan dengan jelas dan lengkap. 
Transparansi dalam menjelaskan situasi khusus saat asesmen dilakukan dan hal-hal apa yang 
dipertimbangkan pada saat menginterpretasikan data termasuk di dalamnya perubahan 
prosedur penyajian asesmen- dan integrasi data berdasarkan sumber lain.  
 

2.2. TES PSIKOLOGI DALAM TELE-ASESMEN 
Perbedaan utama dan paling jelas antara telepsikologi dan penilaian langsung adalah 

kenyataan bahwa klien tidak berada di ruangan yang sama dengan mahasiswa. Pemeriksaan 
jarak jauh dapat mempengaruhi penilaian mahasiswa terhadap informasi yang didapatkan 
serta hasil asesmen apa yang dapat dinilai. Dalam kaitannya dengan tes psikologi, mahasiswa 
harus tetap memperhatikan validitas dan reliabilitas tes yang diadministrasikan melalui jarak 
jauh. Untuk membantu memastikan validitas dan reliabilitas hasil tes jarak jauh perlu 
dipertimbangkan beberapa poin (Lihat panduan) 
 

2.3 OBSERVASI DAN WAWANCARA  
 Wawancara dan observasi merupakan dua metode yang dapat saling melengkapi. 

Pelaksanaan observasi dan wawancara pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip poin 
3.1.1-3.1.6.  

Dalam melakukan observasi, Informasi nonverbal perlu diperhatikan karena berguna 
untuk menilai keadaan emosi klien yang tidak terucapkan secara verbal. Dalam observasi 
daring, beberapa perilaku yang menggambarkan emosi klien, dapat saja tidak tertangkap. Oleh 
karena itu, ketika seseorang melakukan observasi dan wawancara jarak jauh beberapa hal 
perlu dipertimbangkan adalah kekuatan dan kecepatan jaringan internet, perencanaan atau 
persiapan observasi dan alternatifnya dan perhatian pada informasi nonverbal pada saat 
observasi dilakukan.  

Dalam kondisi wawancara dilakukan secara langsung dan tatap muka, pada dasarnya 
wawancara sudah sering dilakukan dan menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh 
mahasiswa. Pada pelaksanaan wawancara jarak jauh (tele-interview), hal-hal yang perlu 
diperhatikan agar hasil wawancara dapat dimaknai sesuai dengan apa yang tersampaikan 
antara lain:  perangkat yang digunakan, kenyamanan ruangan, dan proses wawancara. 
Pengaturan mengenai perangkat, kenyamanan termasuk privacy ruang yang digunakan baik 
klien maupun mahasiswa, dan proses yang berlangsung selama wawancara perlu untuk 
diperhitungkan demi menjaga  privasi dan kerahasiaan klien. 
 

2.4. PENGGUNAAN DATA SEKUNDER  
Pemanfaatan data sekunder, misalnya: dokumentasi video yang telah dimiliki 

sebelumnya, foto, teks ataupun hasil asesmen psikologi yang telah dimiliki klien yang masih 
berlaku, dapat membantu dalam melakukan interpretasi hasil tes. Penggunaan data sekunder 
perlu memperhatikan prinsip etis dalam hal:  persetujuan pembukaan data pribadi dari pihak 
ketiga (consent of release of confidential information), keamanan pengiriman data (data-
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transfer), dan penyimpanan data (record keeping). Jika dilakukan pengiriman data melalui 
jaringan, mahasiswa perlu mengambil langkah khusus untuk menjaga keamanan dan 
kerahasiaan data.   
 

2.5. HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS 
Mengenai hasil pemeriksaan psikologis, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

interpretasi, penyampaian hasil dan penyimpanan data. Mengingat pemeriksaan jarak jauh 
memungkinkan psikolog tidak dapat menangkap semua gejala dan manifestasinya secara utuh, 
maka interpretasi perlu dilakukan secara hati-hati. Jika tiba saatnya hasil asesmen harus 
diberikan kepada klien, bentuk hasil asesmen dan proses penyajiannya dapat mempengaruhi 
bagaimana klien menginterpretasikan maknanya. Mahasiswa perlu memiliki cara-cara yang 
disesuaikan agar dapat diterima secara tepat oleh klien.  Semua data perlu disimpan secara 
baik dan benar dengan memperhatikan kerahasiaan data terutama data yang disimpan secara 
elektronik. Data elektronik perlu dilindungi dengan password untuk memastikan keamanan 
data.  
 
 
2.6 RANGKUMAN TELE-ASESMEN PSIKOLOGI 

Asesmen psikologis umumnya dilakukan mahasiswa dengan pertimbangan atas 
ketersediaan waktu terbaik, sungguh-sungguh diperlukan dan menyadari risiko yang 
ditimbulkan jika asesmen tidak berhasil dilakukan dengan baik.   Selama masa pembatasan fisik, 
seperti pada masa pandemi kali ini, mahasiswa perlu mempertimbangkan penundaan 
asesmen.  Namun, karena belum jelas sampai kapan situasi pembatasan ini berlangsung dan 
kerja asesmen harus dilakukan maka panduan ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa 
agar dapat melakukan pekerjaannya secara bertanggungjawab dan beretika. 

Prosedur penyajian psikotes (asesmen psikologis) perlu diupayakan agar sedekat atau 
semirip mungkin dengan standar protokol penyajian tes sesuai manual tes.  Jika situasi ini tidak 
dimungkinkan, maka mahasiswa bertanggungjawab untuk mengambil data dengan kualitas 
terbaik dan menggunakan seluruh keahliannya saat menginterpretasi dan 
mengintegrasikannya dengan informasi lain saat mengambil kesimpulan dan keputusan klinis. 
 
 

III. PRINSIP dalam TELE-INTERVENSI PSIKOLOGI 
 

Pemberian layanan intervensi psikologis jarak jauh (tele-intervensi) perlu 
mempertimbangkan kecocokan klien dan permasalahan psikologis yang dihadapi. 
Pertimbangan ini digunakan untuk menentukan keterbatasan dan ruang lingkup layanan. 
Beberapa jenis intervensi memerlukan panduan dan pendampingan langsung, meskipun 
beberapa jenis intervensi dapat dilakukan secara jarak jauh.  Pada kasus anak atau kasus berat 
seperti skizofrenia atau depresi berat, maka tele-intervensi mungkin dapat berupa guidance 
untuk orang tua.  Ketika ada potensi bunuh diri atau self-harm, maka psikolog/mahasiswa 
profesi perlu mengumpulkan data yang dapat menjadi petunjuk: tingkat keberbahayaan bagi 
orang lain dan tingkat keberbahayaan bagi diri sendiri. 

Pelaksanaan intervensi sangat memerlukan peran pembimbing (supervisor).  
Pembimbing perlu menilai apakah mahasiswa memiliki kompetensi yang cukup untuk 
melaksanakan intervensi daring.  Apabila pembimbing menilai bahwa mahasiswa tidak 
memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan intervensi, maka pembimbing perlu 
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melakukan upaya khusus agar mahasiswa dapat melakukan layanan daring yang sesuai dengan 
prinsip praktik baik (best practice) layanan daring . 

Berikut adalah golongan klien yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan 
teleintervensi, setelah asesmen kebutuhan, kecocokan dan pertimbangan alternatif lain: 
a. Klien lama yang telah selesai pemeriksaan psikologis dan diagnosis telah ditegakkan. Klien 

ini mungkin telah melalui sesi tatap muka langsung.   Layanan tele-intervensi memungkinkan 
layanan rutin tidak terdisrupsi.  

b. Klien yang dirujuk oleh layanan bantuan darurat untuk mendapatkan layanan lebih lanjut 
(telekonseling/telepsikoterapi) 

c. Klien yang dirujuk oleh kolega (psikolog/organisasi) atau mereka yang mencari layanan 
psikoterapi dengan sengaja. 
 
Pertimbangan lain untuk keputusan apakah layanan tele-intervensi ditawarkan atau tidak 

kepada klien adalah:   
a. Faktor klien:  kemampuan kognitif dan status klinis, dan apakah mereka merasa nyaman dan 

mampu menggunakan teknologi dalam layanan.  Mereka dengan gangguan psikologis berat 
dan atau berisiko bunuh diri, kurang cocok untuk mendapatkan layanan tele.   Pilihan lain 
untuk klien ini adalah mendapatkan pemeriksaan psikiatrik. 

b. Faktor teknologi dan logistik (akses dan kenyamanan menggunakan teknologi), serta tingkat 
kerahasiaan yang bisa diupayakan klien saat mendapatkan layanan dirumah. 

c. Hasil diskusi dengan supervisor (baik supervisor lapangan maupun supervisor di institusi 
pendidikan) atau jika klien dalam perawatan profesional lain maka profesional tersebut 
terlibat dalam pengambilan keputusan apakah tele-intervensi akan dilakukan atau tidak. 

 
Mengacu pada ketentuan mengenai jenis layanan intervensi psikologi (HIMPSI  2020) 

maka jenis tele intervensi yang dapat dilakukan antara lain adalah konseling, psikoedukasi, 
psikoterapi, coaching, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan komunitas atau 
organisasi.   Psikoterapi memiliki aturan yang spesifik dalam kaitannya dengan kompetensi, 
sehingga layanan psikoterapi daring memerlukan proses pengambilan keputusan yang 
melibatkan supervisor secara intensif dan pihak signifikan lain. 
 

3.1 TELE-INTERVENSI MELALUI TEKS 
Saat ini, penelitian mengenai efektifitas teleintervensi melalui teks masih sangat 

terbatas. Sekaipun beberapa penelitian telah menunjukkan hasil yang positif, namun 
bagaimana komunikasi teks dapat efektif membantu klien dengan situasi spesifik, terutama 
mereka yang memiliki simtom gangguan klinis, memerlukan kajian, pengembangan, dan 
pelatihan lebih lanjut.    

Tele-intervensi melalui teks tidak dapat dilakukan sepenuhnya pada semua jenis kasus 
dan klien, mengingat intervensi psikologis memerlukan kehadiran dan interaksi antara klien 
dan psikolog yang intens.  Penggunaan teks dapat dilakukan untuk psikoedukasi, pemberian 
dukungan sosial, atau pemeliharaan relasi namun memerlukan keahlian tersendiri untuk 
dilakukan sebagai moda utama intervensi klinis.  Komunikasi terapeutik yang biasanya terjalin 
melalui bahasa verbal (lisan) dan non verbal (bahasa tubuh, ekspresi wajah, dll) tidak dapat 
terjadi pada komunikasi menggunakan teks (bahasa teks).  Sekalipun demikian, komunikasi 
teks  bermanfaat bagi klien yang memiliki keterbatasan akses terhadap koneksi video atau 
suara dan hanya mampu intervensi melalui teks.  

Dalam konteks pendidikan profesi, pencapaian kompetensi yang ditetapkan 
mengasumsikan relasi langsung antara klien dan mahasiswa.  Kompetensi terkait penggunaan 
bahasa non verbal (teks) dan teknologi yang membantu proses terapeutik belum ditetapkan 



 

 11 

sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi atas standar pelaksanaan dan kesulitan lain 
dalam hal evaluasi capaian kompetensi.   Pada beberapa hal, komunikasi teks dapat menjadi 
bagian dari intervensi yang diberikan namun bukan sebagai moda utama. 
 
 

3.2. TELE-INTERVENSI MENGGUNAKAN SUARA (voice) 
Intervensi psikologis dengan menggunakan suara tanpa gambar, misalnya penggunaan 

telpon kabel (landline),  GSM, atau fasilitas sambungan suara menggunakan internet (voice call 
via internet) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan keamanan 
data/pembicaraan. Sebagaimana teks, intervensi menggunakan suara saja masih memerlukan 
pengembangan lebih lanjut.  Mahasiswa profesi yang menggunakan intervensi melalui 
sambungan suara perlu mempertimbangkan kompetensi dan evaluasi kompetensi yang 
cermat. 
 

3.3. TELE-INTERVENSI MENGGUNAKAN VIDEO (VIDEO-CONFERENCE)  
Beberapa prinsip layanan psikologis daring telah dijelaskan pada bagian lain panduan 

ini yang berlaku pada penggunaan video-conference sebagai moda daring yang paling 
direkomendasikan karena kedekatannya dengan prosedur standar tatap muka langsung.  Pada 
bagian ini perlu digarisbawahi bahwa penyelenggaraan intervensi psikologis dengan media 
komunikasi daring dengan gambar langsung (video-conference),  perlu memastikan bahwa 
ruang yang digunakan untuk melakukan video-call  terjaga ketenangannya dan mampu 
menjaga privacy klien, baik pada ruang yang digunakan oleh psikolog maupun klien. Contoh 
terbaik yaitu tidak ada suara lain (sangat minimum), tidak ada lalu lalang, dan pembicaraan 
tidak dapat didengar oleh orang lain.  

Penerangan ruangan cukup sehingga wajah mahasiswa  dapat dilihat jelas oleh klien. 
Latar belakang/backdrop yang menjadi pemandangan latar di layar videocall dalam keadaan 
rapi, netral dan tidak berpotensi menimbulkan persepsi keliru. Contoh terbaik: latar belakang 
polos atau netral, tidak berlatar gambar atau warna yang berpotensi menganggu pandangan, 
atau ruang kerja dengan background poster berisi kalimat yang memotivasi. 

Koneksi internet lancar (pastikan kuota dan kecepatan internet cukup) dan telah 
diujicoba sebelumnya, dengan memiliki cadangan moda komunikasi dengan klien yang juga 
diketahui oleh klien. Contoh:  Komunikasi dengan menggunakan Webex  dengan kesepakatan 
ketika terjadi gangguan koneksi internet komunikasi di back-up dengan chat-room webex  atau 
email.  
 

3.4. INFORMED CONSENT  

3.4.1. Bentuk Informed Consent 
Persetujuan (informed consent) dapat secara lisan terekam atau lisan yang kemudian 

diikuti dengan pengisian form elektronik (misalnya google form) yang disiapkan oleh 
mahasiswa.  Mahasiswa psikologi dan klien perlu menyepakati moda komunikasi yang dipilih 
dan mendiskusikan keterbatasan kerahasiaan karena sifat alamiah dari aplikasi yang digunakan 
untuk diskusi tersebut.   
 

3.4.2. Lingkup informed consent  
Kesepakatan yang mengikat keduabelah pihak juga meliputi pernyataan kesadaran pribadi 

untuk menjalani layanan psikologi, menjaga privasi dan kerahasiaan proses, mengamankan 
data, dan bahwa layanan diberikan oleh mahasiswa profesi dibawah supervisi.    Penjelasan 
lebih lanjut mengenai informed consent ada pada panduan. 
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3.5 PENETAPAN WAKTU INTERVENSI DAN KONSEKUENSI BIAYA  
Mahasiswa psikologi menetapkan waktu pemberian layanan dengan jelas pada awal 

sesi, untuk membatasi komunikasi tidak terlalu melelahkan bagi kedua belah pihak.    
Mahasiswa perlu menjelaskan mengenai batasan layanan dan peran supervisor dalam layanan 
ini.  Klien perlu memahami dengan jelas bahwa sesi tidak berbayar dan bahwa ada 
kemungkinkan berinteraksi langsung dengan supervisor pada situasi yang membutuhkan. 
 
 

IV. PRINSIP PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 
 

4.1 KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA 
Mahasiswa psikologi perlu menjaga kerahasiaan klien, menjaga/membatasi diri dari 

eksposure media, dan tidak membuat pernyataan yang berpotensi meresahkan masyarakat, 
baik melalui media sosial, maupun media lain yang dapat diakses oleh publik terkait pelayanan 
psikologis yang diberikan pada populasi tertentu (Panduan Layanan Psikologi, 2020). 
 

4.2. KEAMANAN TRANSMISI INFORMASI DAN DATA 
Mahasiswa yang memberikan layanan telepsikologi harus  memastikan perlindungan 

terhadap data/informasi yang berhubungan dengan klien.  Hal ini terutama terkait akses atau 
pengungkapan yang tidak diinginkan. Mahasiswa perlu menyadari potensi ancaman keamanan 
data, memahami hukum dan peraturan yang berlaku, memastikan metode pengamanan data 
serta mampu mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa langkah pengamanan 
telah diterapkan.  

 

4.3. PEMBUANGAN DATA dan INFORMASI serta TEKNOLOGI  
Mahasiswa yang memberikan layanan telepsikologi perlu mengambil langkah yang 

tepat dan aman untuk membuang data/informasi elektronik yang telah selesai digunakan. 
Pembuangan data perlu mempertimbangkan perlindungan atas kemunkinan dilakukannya 
akses pihak lain yang dilakukan secara tidak legal. Mahasiswa juga harus bertanggung jawab 
atas dengan cara yang memfasilitasi perlindungan data/informasi dari akses yang tidak 
diizinkan. Keamanan pembuangan data menjadi tanggung jawab mahasiswa. 

Mahasiswa perlu secara maksimal menjaga konfidensialitas dan privasi klien, dengan 
cara mengikuti prosedur pemusnahan yang aman terhadap data/informasi beserta teknologi 
yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, dan mentransmisikan data/informasi 
tersebut.  
 

V. PRINSIP dalam TELE-SUPERVISI 
 

Setiap Program Studi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Profesi diharapkan 
memiliki Prosedur Standard Pelaksanaan Supervisi untuk memastikan implementasi dan 
monitoring implementasi dari kode etik supervisi dan pelaksanaan praktik kerja. Misalnya, 
kapan seorang mahasiswa diperkenankan mandiri menangani kasus, kapan seorang 
mahasiswa belum diperkenankan mandiri menangani kasus. Pengelola Program Studi wajib 
memastikan keberadaan prosedur dalam dokumen resmi prodi yang dilengkapi dengan 
mekanisme pelaksanaan prosedur standar tersebut. 
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Supervisi dalam praktik layanan psikologi merupakan kegiatan profesional yang 
melibatkan relasi kolaboratif antara supervisor dan supervisee yang bersifat fasilitatif dan 
evaluatif dalam jangka waktu tertentu.  Supervisi dalam praktik layanan psikologi bertujuan 
meningkatkan kompetensi profesi dan praktik berbasis sains (science-informed practice) dari 
supervisee, memantau kualitas layanan yang disediakan, melindungi masyarakat pengguna 
layanan dan berlaku sebagai fungsi gatekeeping untuk masuk dalam praktik profesional 
mandiri.    

Telesupervisi layanan psikologi merupakan interaksi jarak jauh antara supervisor dan 
supervisee menggunakan bantuan teknologi untuk memberikan panduan terkait pencapaian 
keahlian psikologi tertentu dan pengembangan diri profesional pada bidang atau area kerja 
khusus dalam praktik psikologi.  

Model supervisi yang berkembang di Indonesia cenderung mengarah pada supervisi 
berbasis kompetensi. Model ini secara eksplisit menentukan pengetahuan, ketrampilan dan 
sikap yang menunjukkan kompetensi layanan psikologi tertentu dan mengacu pada standar 
kriteria kompetensi yang berlandaskan pengetahuan ilmiah, regulasi dan konteks sosio-
kultural.  

Dalam melakukan supervisi, terdapat tujuh domain yang perlu diperhatikan yaitu 
kompetensi supervisor, keberagaman, relasi supervisional, profesionalisme, 
asesmen/evaluasi/umpan balik, persoalan-persoalan dalam kompetensi profesional, dan 
pertimbangan kepatuhan pada etik, legal/aturan hukum dan regulasi.  
 Terdapat beberapa model supervisi yang dikembangkan oleh berbagai pendekatan 
praktik psikologi. Pentingnya supervisi telah mendapat pengakuan dari komunitas praktisi 
psikologi termasuk pengakuan bahwa supervisi memerlukan kompetensi tersendiri yang perlu 
dengan sengaja dikembangkan.  Sekalipun demikian, pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan supervisi belum banyak tersedia.  Panduan ini memberikan pegangan umum bagi 
pendidik maupun asosiasi profesi untuk menyiapkan tenaga profesional di bidang psikologi.    

Supervisi yang berbasis kompetensi mensyaratkan pembuatan kerangka kerja untuk 
memulai, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi proses dan hasil supervisi.  Dalam 
supervisi berbasis kompetensi, seorang supervisor telah menguasai pengetahuan, ketrampilan 
dan sikap profesional  dalam memberikan layanan psikologis dan memiliki pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap profesional dalam melakukan supervisi.  Supervisor juga memiliki 
sensitifitas terhadap keberagaman, etika psikologi, dan berbagai aturan hukum terkait dengan 
layanan psikologis.  Selain itu supervisor memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang cukup 
tentang proses supervisi individual, kelompok maupun supervisi jarak jauh, selain memiliki 
kemampuan managemen dalam pengelolaan supervisee yang belum memenuhi kriteria 
standar professional.  
 

VI. KODE ETIK 
 

Dalam melaksanakan tele-asesmen dan tele-intervensi, mahasiswa harus tetap 
menerapkan Kode Etik Psikologi Indonesia. Beberapa poin dalam kode etik tersebut perlu 
disesuaikan dengan konteks layanan jarak jauh, antara lain:  
Kompetensi memberikan layanan jarak jauh baik dalam proses asesmen, interpretasi maupun 
penyampaian hasil pemeriksaan psikologis 

a. Kerahasiaan dan keamanan data baik dalam transfer data maupun keamanan 
penyimpanan data elektronik 
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b. Informed Consent. Persetujuan atau informed consent yang biasanya digunakan dalam 
layanan psikologi tatap muka langsung, perlu disesuaikan mengingat kemungkinan 
keterlibatan orang lain dalam proses layanan telepsikologi.  

c. Keamanan dan kenyamanan klien (emergency contact dan rujukan) 
d. Pengetahuan tentang aturan hukum, khususnya UU ITE. 

 

VII. PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA PROFESI PSIKOLOG (PKPP) 
 
Untuk mencapai kompetensi sebagai psikolog seperti yang telah diputuskan dalam SK 

bersama AP2TPI no 03/AP2TPI/2013 dan HIMPSI no 003/HIMPSI/2013 tentang kurikulum 
program Magister Psikologi Profesi, berdasarkan masukan disimpulkan bahwa pelaksanaan 
PKPP ditentukan sebagai berikut. 
7.1  Durasi pelaksanaan PKPP  

 Pelaksanaan PKPK tetap selama 560 jam-640 jam dengan pengaturan 40% client 
contact dan 60% client related activity.  

 Selama masa pandemi, perlu dipertimbangkan jumlah dan bentuk kontak dengan 
klien yang dilaksanakan secara daring maupun luring (terbatas).  

 Pengelola prodi mengupayakan hal yang terbaik yang dimungkinkan untuk 
mencapai kompetensi dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan 
klien, peserta didik, tenaga pengajar/pembimbing/supervisor dan tenaga 
kependidikan terkait dengan pelaksanaan PKPP.  

7.2. Jumlah kasus  
 Jumlah kasus tidak berubah untuk semua peminatan 

7.3. Jenis kasus 
 Tiap-tiap peminatan perlu melakukan penyesuaian jenis kasus dan jenis layanan 

psikologis dalam PKPP.  
 Contoh penyesuaian jenis kasus pada Peminatan Klinis Anak adalah  membuat 

panduan yang disusun untuk Psikologi Klinis Anak dengan mengatur komposisi 
penanganan kasus kompleks 60 % dan kasus sederhana 40%.   Kasus kompleks 
adalah  kasus yang memerlukan penanganan lebih dari lima  kali sesi (long-term 
case atau kasus panjang). Sementara kasus sederhana adalah kasus yang 
memerlukan penanganan satu s/d lima kali pertemuan  (short-term case atau 
kasus pendek).   Pada situasi pandemi sangat banyak konsultasi terkait masalah 
perilaku anak yang dapat diselesaikan kurang dari lima kali pertemuan.  Dalam 
situasi normal atau situasi sebelum masa pandemi, kasus sederhana (short-term 
case) ini tidak digunakan sebagai kasus dalam PKPP.  

 Penjelasan lebih lanjut ada pada Bagian 2 Panduan ini.  
7.4. Bentuk layanan 

 Dalam kondisi darurat, asesmen dan intervensi diprioritaskan dilakukan secara 
daring namun karena sesuatu hal jika intervensi perlu dilakukan secara luring, 
maka harus diyakinkan bahwa baik mahasiswa maupun klien praktik mendapatkan 
tempat yang aman dari kemungkinan terdampak virus. 

 Layanan non-daring perlu mendapatkan ijin resmi dari institusi (prodi) dan tersedia 
protokol keamanan diri yang jelas terkait dengan situasi pandemi. 

7.5. Dosen Pembimbing 
 Pada layanan daring di masa pandemic, dosen pembimbing praktik dan atau 

supervisor mempunyai peran dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan 
jika layanan dilakukan secara luring (masa tanpa pandemic).  Hal ini terkait 
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penyiapan kompetensi mahasiswa, pendampingan untuk pengembangan diri 
professional sebagai calon psikolog, dan penyiapan praktik terbaik yang aman. 

 Mahasiswa perlu mendapatkan bekal pengetahuan dan ketrampilan agar mampu 
melakukan praktik layanan secara daring, memilih layanan yang bisa dilakukan 
dengan daring dan yang tidak, mempertimbangkan validitas alat tes dan kualitas 
data hasil asesmen, sekuritas dan integritas asesmen dan pemberian intervensi 
yang bertanggungjawab.   

 Disamping itu, mahasiswa mungkin memiliki kompleksitas kehidupan yang 
terdampak dari situasi pandemi.  Pengelolaan praktik dan pengembangan diri 
profesional sebagai calon psikolog, menjadi tanggungjawab dari dosen 
pembimbing dan supervisor.  

7.1 Proses Ujian 
 Proses ujian oleh dosen pembimbing praktik tetap dilaksanakan sebelum 

mahasiswa melakukan ujian kompetensi yang dilaksanakan bersama antara PT 
dengan HIMPSI.  

 Materi ujian kompetensi oleh HIMPSI perlu disesuaikan dengan pelaksanaan PKPP 
secara daring.  

 Penguji HIMPSI tetap mengevaluasi kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan 
asesmen (administrasi dan skoring) yang diasumsikan hanya dapat dilaksanakan 
secara luring (misalnya, performance test dalam tes inteligensi).  

 Program Studi perlu menyediakan bahan yang dapat digunakan untuk 
memunculkan kompetensi tersebut dalam Ujian HIMPSI. 
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BAGIAN 2 
PANDUAN PRAKTIS/PELAKSANAAN TELEPSIKOLOGI 

 
 

I.  PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN TELEPSIKOLOGI  
Terdapat kondisi minimum yang perlu dipenuhi baik oleh mahasiswa praktik profesi maupun 
klien praktik agar proses layanan telepsikologi optimal, yaitu ketersediaan dan kelayakan 
media telepsikologi dan ruangan/lingkungan; serta kesiapan mahasiswa dan program studi 
untuk melakukan memfasilitasi praktik layanan telepsikologi. 
 
2.1. Pemilihan Media Layanan Tele-Psikologi: software, jaringan internet, perlengkapan lain 
 
Media yang digunakan dalam telepsikologi BUKAN media public (medsos) misalnya instagram, 
facebook, dan lain sebaga inya. Pemilihan media telepsikologi dipilih berdasarkan hasil analisis 
situasi dan kebutuhan atas intervensi psikologi, yang mempertimbangkan: 

1. Persoalan psikologis atau kasus yang ditangani  
 Apakah persoalan psikologis atau kasus yang ditangani dapat dilakukan jarak 

jauh?   
Jika Ya:  

 identifikasi hal-hal yang tidak bisa dilakukan jarak jauh (sehubungan 
dengan kondisi psikologis klien) atau membutuhkan bantuan orang lain 
yang berada satu ruangan atau dapat dijangkau dengan mudah oleh 
klien.  

 Identifikasi kemungkinan keterlibatan supervisor dalam proses.  
 
Jika Tidak:  

 Identifikasi hal-hal yang membuat kasus tidak dapat ditangani jarak jauh 
 Jika interaksi telah dimulai, mahasiswa profesi perlu mempersiapkan 

klien untuk mengetahui mengapa layanan tidak bisa diberikan, 
melakukan psikoedukasi,  dan menyediakan informasi rujukan. 
 

2. Ketersediaan fasilitas media telepsikologi baik dari sisi klien maupun mahasiswa profesi 
 Apakah mahasiswa profesi memiliki kelengkapan perangkat keras, perangkat 

lunak dan jaringan internet cukup memadai?  
Jika tidak memiliki pribadi, mahasiswa perlu memikirkan mengupayakan 
ketersediakan kelengkapan secara memadai misalnya dengan menggunakan 
fasilitas kampus.  

 Apakah klien memiliki kelengkapan perangkat keras, perangkat lunak dan 
jaringan internet cukup memadai?  
Jika tidak, klien perlu mendapat pengertian mengenai risiko yang mungkin 
terjadi jika tidak menggunakan kelengkapan telepsikologi memadai.  Mahasiswa 
profesi perlu menjajagi berbagai kemungkinan media telepsikologi yang dapat 
digunakan secara optimal oleh klien. 
 

3. Kemampuan mahasiswa profesi dalam mengelola praktik layananan dengan 
menggunakan media atau beberapa media telepsikologi yang dipilih. 
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 Apakah mahasiswa profesi memiliki pengetahuan dan kemampuan yang 
memadai dalam menggunakan media atau beberapa media telepsikologi yang 
dipilih? 
Jika tidak, mahasiswa profesi perlu membekali pengetahuan dan kemampuan 
menyelesaikan persoalan teknologi (trouble shooting) yang adekuat sampai 
pada tingkat mandiri, sebelum menggunakan media telepsikologi untuk 
memberikan layanan.   Jika ada pihak ketiga yang akan membantu, pastikan 
klien telah mengetahuai hal tersebut. 

 Apakah terdapat faktor eksternal yang dapat mengganggu kelancaran 
penggunaan media telepsikologi baik dari sisi klien maupun mahasiswa profesi, 
misalnya jaringan listrik atau kelangsungan koneksi internet? 
Jika ya, mahasiswa profesi perlu mengkomunikasikan hal ini kepada klien, dan 
menyepakati apa yang akan dilakukan jika hal tersebut terjadi, termasuk jika 
meminta bantuan pihak ketiga untuk memastikan keberlangsungan interaksi 
jarak jauh. 
 

Pemeriksaan perlengkapan yang memadai dalam telepsikologi baik dari sisi klien maupun 
mahasiswa profesi: 
1.  Kepemilikan perangkat keras yang optimal 

 Apakah mahasiswa dan klien memiliki komputer atau laptop dengan layar monitor 
berukuran cukup besar dan beresolusi tinggi dam dengan speaker, mikrofon, serta 
kamera yang terintegrasi internal? 
Jika tidak,  
 Mahasiswa tidak memiliki peralatan terintegrasi dengan kualitas yang baik, 

mahasiswa disarankan menyediakan mikrofon, kamera dan headphone atau 
earphone yang terpisah dan berkualitas baik. Layar monitor yang berukuran 
besar dan beresolusi tinggi lebih disarankan.  

 Konfirmasi perangkat keras yang digunakan klien dalam  berkomunikasi dan 
bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas interaksi klien dan 
mahasiswa. Beri informasi konsekuensi/risiko jika klien tidak menggunakan 
perangkat keras yang memadai dan beri alternatif cara lain dalam berkomunikasi 
sesuai dengan keterbatasan klien. 
 

2. Jaringan internet berkecepatan tinggi (high speed internet connection).  
 Apakah kecepatan internet mencapai 3Mbbpas (untuk media videoconference).  
 Apakah koneksi internet cukup stabil dan aman?   

 Wired internet lebih stabil namun membutuhkan koneksi ethernet pada 
komputer. 

 Penggunaan wifi perlu memperhatikan keamanan jaringan internet dan 
ketersediaan daya listrik. 

 Penggunaan koneksi internet melalui tethering perlu memperhatikan 
stabilitas koneksi internet,  kesesuaian teknologi antar perangkat keras yang 
digunakan, dan ketercukupan quota mobile data yang digunakan.  

 
2.2 Ruangan dan Lingkungan 
 
Pada layanan layanan jarak jauh (tele), pengkondisian ruangan dan lingkungan merupakan 
tanggungjawab pihak mahasiswa dan klien praktik.  Oleh karena itu mahasiswa perlu 
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memastikan bahwa baik dirinya maupun klien telah melakukan hal-hal penting terkait  
penyiapan ruangan dan lingkungan. 
 
Komunikasi pentingnya pengkondisian ruangan dan lingkungan 

 Sebelum layanan diberikan, mahasiswa profesi perlu mengkomunikasikan tentang 
pentingnya pengkondisian ruangan dan lingkungan di sekitar klien dan bagaimana hal 
tersebut berdampak pada proses layanan.   

 Apabila klien tidak dapat mengupayakan kelayakan ruangan dan lingkungan, maka  hal 
ini perlu disebutkan dalam dalam informed consent, untuk mengamankan kedua belah 
pihak.  

 
Terdapat enam hal terkait ruangan dan lingkungan yang perlu dikomunikasikan kepada klien, 
dalam menciptakan ruangan dan lingkungan yang memadai untuk endukung terciptanya relasi 
terapeutik:   
 
1. Privasi.  

 Mahasiswa profesi perlu menjelaskan pentingnya mengurangi kemungkinan 
orang lain yang dapat mendengar percakapan antara mahasiswa dan klien 
dengan cara mencari tempat yang privat dan bebas gangguan demi kerahasiaan 
dan keamanan klien.  

 Mahasiswa profesi dapat membantu klien dengan mendiskusikan dimana tempat 
tersebut sesuai kondisi dan situasi klien, dan merencanakan untuk sesi-sesi 
berikutnya.  

2. Aksesibilitas.  
 Ruangan yang digunakan baik oleh mahasiswa profesi maupun klien, perlu 

memiliki akses minimal bagi keberadaan orang lain.   
 Mahasiswa profesi perlu menjelaskan kepada klien pentingnya pembatasan akses 

ini demi kerahasiaan dan keamanan keduabelah pihak, dan menjaga fokus serta 
konsentrasi pada proses interaksi layanan 

3. Suara.  
 Suara-suara dalam ruangan mahasiswa profesi dan klien perlu dipastikan tidak 

mengganggu sesi.  Misalnya suara bel, suara-suara dari luar ruangan, suara TV, 
suara radio, atau pembicaraan lain. 

 Mahasiswa profesi perlu menjelaskan kepada klien pentingnya pengurangan suara 
yang menggangu ini demi optimalisasi interaksi klien dan mahasiswa profesi dan 
efektifitas relasi terapeutik  serta menjaga fokus serta konsentrasi pada proses 
interaksi layanan 
 

4. Distraksi Visual. Latar belakang kamera perlu bebas dari keberantakan.   
 Latar belakang kamera mahasiswa profesi perlu rapih dan netral, agar tidak 

menjadi stimulus yang mendistraksi klien dan menggangu relasi profesional. 
 Mahasiswa profesi dapat menyarankan hal yang sama kepada klien, namun tidak 

menuntut dengan ukuran batasan kenyamanan pandangan visual mahasiswa. 
 Disarankan mahasiswa memiliki latar belakang dinding dengan warna netral 

sehingga tidak mengganggu klien. 
 

5. Cahaya/penerangan.  
 Cahaya atau penerangan perlu cukup untuk memungkinkan mahasiswa profesi 

dan klien dapat melihat satu sama lain dengan jelas.   
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 Jika mahasiswa perlu memperlihatkan benda/gambar/tulisan, maka cahaya 
ruangan perlu memungkinkan klien  melihat benda/gambar/tulisan sama/semirip 
mungkin dengan kondisi tatap muka biasa.  

 Jendela dan gorden di belakang mahasiswa perlu ditutup untuk menghindari 
backlight yang menggangu dan memastikan adanya pencahayaan yang konsisten, 
serta perlindungan privasi klien. 

6. Kontak mata.  
 Mahasiswa perlu memelihara kontak mata dengan klien (menatap kamera) selama 

sesi untuk menunjukkan fokus dan perhatian.   
 Mahasiswa perlu menjelaskan pentingnya kontak mata dan apa yang terjadi ketika 

tidak menatap kamera, misalnya saat mahasiswa profesi menatap gambar klien 
dilayar akan tertangkap tidak berkontak mata.  

 Mahasiswa perlu melakukan kontak mata secara tulus, dan menjelaskan kepada 
klien mengapa melihat ke arah lain jika diperlukan. 

  Mahasiswa profesi perlu menghindari pekerjaan lain, atau melihat layar lain, atau 
membuat catatan dalam waktu lama.   

 
Jika mahasiswa profesi tidak dapat menemukan ruangan dan lingkungan yang kondusif untuk 
memberikan layanan telepsikologi, mahasiswa profesi perlu memikirkan cara kreatif untuk 
mengupayakan maksimal.  Termasuk didalamnya penggunaan fasilitas ruangan di kampus 
untuk memberikan layanan. 

 
2.3 Kesiapan Mahasiswa terkait dengan Kemampuan Dasar Layanan Psikologi dan Penguasaan 
Teknologi Informasi 
 
Kemampuan melakukan layanan telepsikologi meliputi: pengetahuan dan ketrampilan dasar 
layanan psikologi secara umum, sikap dan penampilan daring, keterampilan menggunakan 
teknologi informasi, kesiapan mahasiswa dalam mengelola kegiatan daring, serta kesiapan 
mahasiswa dalam membuat persiapan-persiapan kegiatan.   
 
1. Pengetahuan dan ketrampilan dasar layanan psikologi.   

 Sebelum melakukan praktik layanan psikologi dengan klien, mahasiswa profesi perlu 
cukup membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan memberikan layanan 
asesmen psikologi, intervensi, sampai pada terminasi dan evaluasi intervensi.   

 Pengetahuan dan ketrampilan ini perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan 
ketrampilan yang diperlukan ketika melakukannya secara jarak jauh atau daring.     

 Program studi perlu memiliki mekanisme evaluasi dan prosedur supervisi, untuk 
menyatakan bahwa mahasiswa profesi telah siap berinteaksi profesional dengan 
klien secara jarak jauh atau daring.  

 
2. Sikap dan Penampilan.  

 Mahasiswa perlu berpakaian formal, rapi, dan sopan sebagaimana memberikan 
layanan tatap muka langsung (luring).  

 Perlu diupayakan agar pakaian mahasiswa kontras dengan latar belakang, tetapi 
perlu menghindari pola-pola yang dapat mengganggu visual dan berdampak 
kelelahan mata pada klien.  

 Mahasiswa profesi perlu memperhatikan bahwa dirinya tidak makan saat bersama 
dengan klien.  
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3. Pengetahuan dan Keterampilan menggunakan Teknologi Informasi, termasuk 
keterampilan dalam perekaman data langsung.   

 Mahasiswa harus siap dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai keamanan 
jaringan (cyber security), kecepatan dan kekuatan jaringan internet, penggunaan 
komunikasi sinkronus dan asinkronus, serta penyimpanan dan transfer data.  

 Mahasiswa perlu tau apa yang harus dilakukan jika masalah terkait terkonologi dan 
memandu klien ketika klien mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi.     

 Jika perlu, mahasiswa perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam menggunakan 
teknologi informasi  

 
4. Kesiapan Mahasiswa dalam Penyediaan Perlengkapan Layanan maupun Penggunaannya. 

 Mahasiswa perlu menyiapkan secara khusus untuk disampaikan secara daring,  
a. informed-consent,  
b. alat asesmen psikologis, baik psikotes maupun instrumen wawancara dan 

observasi 
c. alat tulis atau pencatatan elektronik  
d. alat komunikasi lain sebagai back-up, dan hal-hal yang disebutkan pada bagian 

pemilihan media telepsikologi 
e. air minum dan tisu 
f. cadangan baterai  

 Dalam proses persiapan, mahasiswa perlu melaksanakan uji coba semua 
perlengkapan tersebut, misalnya dengan pembimbing/supervisor atau peer 
groupnya dalam program pendidikan Psikologi Profesi. 

 Mahasiswa profesi perlu mengkomunikasikan kepada klien mengenai hal-hal yang 
perlu klien siapkan terkait agenda sesi yang telah direncanakan. 
 

5. Kesiapan Mahasiswa dalam Mengelola Kegiatan praktik, termasuk keterlibatan supervisor 
dalam kegiatan.   

 Dalam luring pencatatan dapat dilaksanakan langsung di lembar tes/observasi.   
 Dalam daring pencatatan perlu dilakukan. Contoh dalam pelaksanaan Tes APM: 

mahasiswa mampu melaksanakan berbagai tes menayangkan, menulis, 
mengobservasi. 

 
Persiapan mahasiswa dalam melakukan tele-asesmen dan tele-intervensi dan persiapan 
kegiatan supervisi akan dibahas secara khusus dalam panduan ini.   
 
 

II. PANDUAN PRAKTIS DALAM TELE ASESMEN PSIKOLOGI 
 

Prinsip-prinsip dalam melakukan tele-asesmen psikologi, yang telah dijelaskan 
sebelumnya,  bertujuan untuk memberi panduan praktik terbaik yang dimungkinkan dalam 
situasi pembatasan fisik. Perubahan prosedur dan implikasi terhadap hasil asesmen, penulisan 
laporan hasil pemeriksaan yang secara eksplisit menyebutkan kemungkinan perbedaan 
interpretasi hasil asesmen karena penyesuaian prosedur, perlu selalu diperhatikan pada setiap 
pelaksanaan asesmen psikologi, baik wawancara, observasi maupun psikotes.  

Pada bagian panduan praktis ini, akan disampaikan hal-hal penting terkait tele-asesmen 
berdasarkan rumusan masukan dari tim yang mengekstraksi hasil Seminar Tel-asesmen dan 
Tele-intervensi yang diselenggarakan oleh AP2TPI pada ada bagian bulan Oktober 2020. 
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Panduan praktis dan alternatif implementasi prinsip-prinsip dalam melakukan tele-asesmen, 
antara lain sebagai berikut:  

 
2.1 TES PSIKOLOGI dalam TELE-ASESMEN 
 
Perbedaan utama dan paling jelas antara telepsikologi dan penilaian langsung adalah 
kenyataan bahwa klien tidak berada di ruangan yang sama dengan mahasiswa. Pemeriksaan 
jarak jauh dapat mempengaruhi penilaian mahasiswa terhadap informasi yang didapatkan 
serta hasil asesmen apa yang dapat dinilai.  
 
Dalam kaitannya dengan administrasi tes psikologi, mahasiswa harus tetap memperhatikan 
validitas dan reliabilitas tes yang diadministrasikan melalui jarak jauh. Untuk membantu 
memastikan validitas dan reliabilitas hasil tes jarak jauh perlu dipertimbangkan lima poin 
berikut ini: 

 Apakah kondisi lingkungan di lokasi klien kondusif untuk prosedur asesmen. 
 Apakah telah ada kesepakatan jadwal pemeriksaan yang memungkinkan klien dalam 

kondisi nyaman dan tidak terganggu oleh aktivitas lain.   
 Apakah klien telah menyediakan alat-alat diperlukan selama asesmen berlangsung 

misalnya jika asesmen membutuhkan meja dan pensil atau perlengkapan lainnya. 
 Apakah ruangan dan perlengkapannya sesuai dengan persyaratan pelaksanaan 

pemeriksaan psikologis (asesmen) 
 Apakah telah dilakukan modifikasi atau penyesuaian prosedur administrasi tes secara 

cermat dan hati-hati, untuk memastikan bahwa klien mengerjakan tes sesuai dengan 
waktu yang ditentukan. Misalnya klien perlu membaca petunjuk dengan lantang 
untuk memastikan bahwa klien paham tentang cara mengerjakan tes.  

 
Jika mahasiswa akan memerlukan data yang diambil dari berbagai tes psikologi, seyogyanya 
tes yang akan diadministrasikan dipilih secara seksama dan disiapkan sebelum tele-asesmen 
dilakukan. Ada berbagai jenis pengukuran jarak jauh. Dua bentuk asesmen jarak jauh adalah 
sebagai berikut. 
 

1. CBT (Computer Based Test), yaitu  tes yang telah dirancang dikerjakan di komputer. Baik 
instruksi maupun pertanyaan dibaca di layar komputer. Jawaban langsung dituliskan di 
komputer. Standard administrasi dan norma telah dibuat berdasarkan jawaban atas tes 
yang dikerjakan dengan media computer. Pada umumnya test ini dipublikasikan dalam 
bentuk aplikasi soft ware.  Pengawasan dengan sistem proctoring perlu dikembangkan 
lebih lanjut. 
 

2. Tes yang diinstruksikan secara langsung melalui tatap muka jarak jauh (syncronus).  Tes 
dalam bentuk ini dapat menyebabkan hasil tidak menggambarkan kondisi klien 
sepenuhnya karena kontrol terhadap klien ketika mengerjakan tes berkurang.    
Dalam hal ini, mahasiswa perlu mempertimbangkan beberapa hal: 
 Apakah instruksi jarak jauh menimbulkan risiko tertentu yang berakibat pada: 

a. menurunnya validitas tes; misalnya, ketidakjujuran dalam menjawab 
dengan membuka internet), atau  

b. menggunakan alat bantu yang tidak diperkenankan atau hilangnya 
kerahasiaan tes; misalnya tes difoto dan dibagikan melalui internet. 
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 Untuk beberapa tes, administrasi tes jarak jauh mungkin tidak dapat dilaksanakan, 
misalnya: tes WAIS lengkap pada sub test Block Design.  

 Untuk tes yang memerlukan batasan waktu, mahasiswa perlu cermat dalam 
memberikan instruksi pelaksanaannya. 

 Berbagai skala kerpibadian yang bersifat objektif dapat diadministrasikan. Pada 
umumnya mahasiswa membacakan pertanyaan dan klien menjawab. 

 Berbagai tes kepribadian proyektif misalnya Rorschach, TAT dan sejenisnya, perlu 
mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaannya  karena efek pencahayaan 
dan  perubahan warna karena disampaikan melalui IT dapat menimbulkan 
persepsi/penilaian berbeda dari stimulus aslinya. 

 Beberapa bentuk asesmen informal (asesmen informal adalah non-standardized 
asesments untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan/kondisi individu. 
Hasilnya hanya berlaku untuk individu tersebut) dapat diadministrasikan melalui 
jarak jauh. 

 Instrumen asesmen yang berbentuk skala, apabila perlu disampaikan dengan 
metode wawancara, mahasiswa membacakan, klien menjawab, mahasiswa 
mencatat jawaban klien.   Mahasiswa perlu memikirkan seberapa jauh metode 
penyampaian itu berdampak.  Mahasiswa perlu menyiapkan skala (misalnya 1 - 2 - 
3 - 4 - 5) ditampilkan di layar, sehingga klien dapat melihat melalui layarnya.  

 Instrumen yang menggunakan gambar, bersifat projektif atau menggunakan 
peraga tidak disarankan untuk diadministrasikan secara daring.  Walaupun 
demikian, apabila mahasiswa/pembimbing sudah memiliki kompetensi 
interpretasi yang memadai, maka penggunaan administrasi secara daring dapat 
dilaksanakan.  

 Jika klien memerlukan pendamping dalam melaksanakan tes, harus dipastikan 
bahwa pendamping dapat memegang rahasia dan mempu bersikap objektif. 

 Jika diperlukan emergency contact, maka mahasiswa sudah harus menyiapkan 
orang/institusi yang bersedia di kontak untuk kasus seperti yang sekarang. 

 
 
2.2 OBSERVASI DAN WAWANCARA 
 
Pelaksanaan observasi dan wawancara pada dasarnya mengacu pada enam prinsip 
teleasesmen yang telah dijelaskan dalam pedoman.  Wawancara dan observasi merupakan dua 
metode yang dapat saling melengkapi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 
pelaksanaan observasi dan wawancara jarak jauh adalah kekuatan dan kecepatan jaringan 
internet, persiapan atau perencanaan observasi dan alternatifnya, dan perhatian pada 
informasi non-verbal.    
 
Pilihan media tele-asesmen sangat mempengaruhi pelaksanaan dan hasil observasi dan 
wawancara. Mahasiswa dan pembimbing/supervisor perlu mengidentifikasi pilihan media yang 
tepat untuk tele-asesmen sesuai dengan penjelasan pada bagian awal panduan ini. 
 
2.2.1. OBSERVASI 

 Persiapan/perencanaan observasi.  Apakah persiapan dan perencanaan observasi klien 
dilakukan secara lebih detail?  Perencanaan detail  termasuk memperkirakan 
kemungkinan perilaku lain  yang dapat menggambarkan kondisi klien, jika perilaku yang 
diharapkan tidak muncul. Misalnya, membuat  list berbagai bentuk ekspresi non-verbal 
selain ekspresi wajah, yang dapat menggambarkan kecemasan 
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 Kekuatan dan kecepatan jaringan internet. 

 Apakah mahasiswa telah memiliki koneksi internet cadangan, untuk 
mengantisipasi koneksi utama terputus karena suatu hal.  

 Jika koneksi terputus karena masalah jaringan di pihak klien, maka observasi perlu 
diulang dalam waktu berbeda agar data yang diperlukan dapat terkumpul sesuai 
kebutuhan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana untuk menyelesaikan 
masalah teknis dengan segera, menjadwalkan ulang sesi, atau melakukannya 
dengan media alternatif (misalnya, melalui telepon). 

 
 Informasi non-verbal. Informasi non-verbal pada data non daring memberikan makna 

besar dalam melakukan evaluasi terhadap hasil asesmen. Dalam kondisi layanan jarak 
jauh, pelaksanaan observasi perlu mempertimbangkan beberapa hal: 
 Bahwa antara mahasiswa dan klien tidak berada dalam satu ruangan yang sama. 

Jarak yang jauh ini dapat memengaruhi kemunculan atau ketidakmunculan 
perilaku tertentu serta bagaimana menilai informasi yang ditampilkan. Misalnya, 
dalam kasus kecanduan alkohol, ketika layanan diberikan secara langsung, 
mahasiswa dapat menilai bau alkohol yang baru saja dikonsumsi. Pada penilaian 
jarak jauh, kondisi ini hilang.  

 Jarak antara mahasiswa dengan klien juga memungkinkan perilaku yang bersifat 
kecemasan dalam berelasi atau berkomunikasi dengan orang lain secara tatap 
muka tidak muncul.  

 Dalam hal pemeriksaan mahasiswa dilakukan di rumah, gejala gangguan panik, 
agorafobia, atau kelompok gejala hiper-arousal PTSD mungkin kurang tampak 
menonjol karena klien dapat menghindari situasi yang mungkin dianggap 
mengancam, mengingat kondisi rumah yang aman bagi klien.  Demikian pula 
sebaliknya.  

 Perilaku lain yang dapat mengekspresikan kecemasan, misalnya menggoyang-
goyang kaki, meremas tangan, kemungkinan tidak terobservasi karena 
keterbatasan keluasan jangkauan kamera. Dengan demikian, informasi non 
verbal tidak semuanya dapat ditangkap seperti apa adanya. 

 
2.2.2 WAWANCARA 
Pada pelaksanaan wawancara jarak jauh (tele-interview), hal-hal yang perlu diperhatikan agar 
hasil wawancara sesuai dapat dimaknai secara antara lain:  perangkat yang digunakan, 
ruangan, dan proses wawancara. 

A. Perangkat yang Digunakan 
 Apakah monitor dalam wawancara telah diposisikan sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan kontak mata antara mahasiswa dan klien? 
 Apakah klien dapat melihat dan mendengar suara dengan jelas, demikian juga 

mahasiswa dapat melihat dan mendengar suara klien dengan jelas? 
 Jika akan dilakukan perekaman wawancara, apakah telah dikomunikasikan kepada 

klien bahwa rekaman akan diperlakukan dengan rahasia? Mahasiswa perlu 
menjelaskan metode perekaman dan penyimpanan datanya, dan memastikan 
bahwa hal ini sudah tertera di dalam informed consent. 

 Koneksi internet 
 Apakah mahasiswa telah  menyediakan koneksi cadangan, untuk 

mengantisipasi koneksi utama terputus karena masalah jaringan ? 
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 Jika koneksi terputus karena masalah jaringan di pihak klien, maka 
wawancara perlu dijadwal ulang.   

B. Ruangan 
 Apakah ruang yang digunakan klien maupun mahasiswa cukup privat sehingga 

menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan agar klien bebas menyatakan 
dirinya? 

 Dalam wawancara jarak jauh mahasiswa perlu meyakinkan klien tentang 
kerahasiaan ini, terutama dari sisi ruang yang digunakan oleh mahasiswa.  

 Mahasiswa perlu untuk meyakinkan bahwa klien mempunyai kesempatan 
untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya secara bebas.  

 Jika diperlukan, mahasiswa dapat menunjukkan melalui kamera bahwa 
mahasiswa  berada di ruangan yang menjamin kerahasiaan klien. 

 Jika klien berada di rumah dalam sesi wawancara ini, mahasiswa perlu 
mengetahui apakah klien memiliki kekhawatiran tentang privasi mereka 
(misalnya, apakah anggota keluarga atau orang lain dapat mendengar 
percakapan). 

 
C. Proses Wawancara 

a. Sebelum wawancara dilakukan, mahasiswa dan pembimbing melalui checklist 
dapat melakukan mapping awal, agar memiliki data awal/gambaran umum tentang 
kondisi klien, misalnya:  

 apakah masalah yang dialami klien ringan, sedang, atau berat;  
 apakah klien akan ikut terapi kelompok atau individual;  
 apakah klien lebih didominasi oleh emosinya;  
 apakah klien cenderung lebih tepat ditangani secara kognitif atau lainnya?.  

b. Persiapan pada saat sebelum wawancara penting untuk mengantisipasi 
kemungkinan timbulnya masalah berat pada saat wawancara dilakukan, 
pertolongan yang harus diberikan dengan segera dan poin-poin yang akan digali 
dalam proses wawancara. Informasi awal ini mungkin didapatkan dari klien atau 
orang lain yang bertanggungjawab terhadap klien. 

c. Dalam kondisi klien mengalami kasus berat, misalnya ide bunuh diri, melukai diri 
sendiri, dalam masa wawancara perlu memprioritaskan stabilisasi emosi agar klien 
merasa tenang. Mahasiswa dan pembimbing/supervisor perlu memiliki emergency 
contact klien dan daftar rujukan terdekat dari klien agar klien mendapatkan 
penanganan tepat. 

d. Klien dengan riwayat reaksi merugikan (misalnya, serangan panik parah), atau 
mereka yang berisiko tinggi melukai diri sendiri atau orang lain (misalnya, anggota 
keluarga), perlu bantuan pengawasan dari orang di sekitarnya atau layanan 
kesehatan yang ada di sekitarnya. 

e. Pada layanan jarak jauh dimungkinkan wawancara dengan significant others yang 
mempunyai kontribusi pada permasalahan atau yang dapat membantu 
memberikan support jika sewaktu-waktu diperlukan.    
 

Dalam pelaksanaan asesmen jarak jauh, perlu menguatkan kemampuan mahasiswa dalam 
melakukan observasi dan wawancara karena keterbatasan penyajian tes psikologi.  

 
2.3 PENGGUNAAN DATA SEKUNDER  
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Pemanfaatan data sekunder dapat membantu dalam melakukan interpretasi hasil tes dan 
integrasi data (case conceptualization). Penggunaan data sekunder perlu memperhatikan 
prinsip etis dalam hal: 

1. Persetujuan pembukaan data pribadi dari pihak ketiga (consent for release of 
confidential information),  

2. Keamanan pengiriman data (data-transfer), dan 
3. Penyimpanan data.   

 
Data sekunder yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah:  
1. Dokumentasi Video yang telah dimiliki sebelumnya.  

 Dalam hal ini mahasiswa meminta /meminjam video dokumentasi 
pribadi/keluarga/sekolah/institusi, misalnya: rekaman rapat, interaksi anak dengan 
keluarga saat liburan, kondisi anak di sekolah, dsb.  

 Jika akan menggunakan data jenis ini, mahasiswa perlu memilih data-data/ 
rekaman yang sesuai dengan tema masalah. 

2. Foto  
Jika mahasiswa akan menggunakan data-data foto koleksi pribadi klien, foto perlu diberi 
penjelasan agar konteksnya dapat ditangkap oleh mahasiswa. 

3. Data Teks. Teks yang dimaksud dapat dalam bentuk percakapan melalui whatsapp text, 
SMS, Surat atau media lainnya yang di simpan sesuai dengan bentuk aslinya. Misalnya: 
cuplikan layar (screenshot) Whatsaap atau SMS, salinan email, daln lain sebagainya. 

4. Data dokumentasi lain juga sangat mungkin untuk digunakan, misalnya: data dokumentasi 
hasil asesmen (oleh psikolog lain), data kesehatan medis, data hasil asesmen yang dimiliki 
oleh perusahaan, catatan akademik klien (nilai raport), catatan kasus sekolah, dan lain 
sebagainya.  

5.  Pengiriman data (data transfer).  
 Jika akan melakukan transfer/pengiriman data, pastikan bahwa data akan sampai 

ke tujuan dengan jaminan kerahasiaan.  
 Jika transfer data dilakukan melalui internet, perlu digunakan password yang 

dikirima secara terpisah. 
 Jika dikirim melalui agen pengiriman data, pastikan terbungkus secara rapat dan 

sampai ke tujuan yang benar.    
 

 
2.4. HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS 
Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan hasil pemeriksaan psikologis, yaitu: 
1. Interpretasi  

 Interpretasi hasil tes psikologi dan hasil observasi wawancara, perlu 
mempertimbangkan ketidaklengkapan gejala dan manifestasinya secara utuh, 
sehingga prinsip kehati-hatian perlu diterapkan.   

 Pertimbangkan bagaimana penyesuaian prosedur asesmen dapat mempengaruhi 
hasil dan interpretasi.  

 Selalu menggunakan manual resmi dari alat tes maupun panduan/manual 
observasi dan wawancara ketika menginterpretasikan hasil asesmen.  

2. Penyampaian hasil pemeriksaan psikologis. 
 Jika tiba saatnya hasil asesmen harus diberikan kepada klien, bentuk hasil asesmen 

dan proses penyajiannya dapat mempengaruhi bagaimana klien memahami 
maknanya.  
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 Mahasiswa perlu memiliki cara-cara yang disesuaikan agar dapat diterima secara 
tepat oleh klien. 

3. Penyimpanan data 
 Semua data (observasi, wawancara, hasil tes psikologi, intervensi yang dilakukan dan 

laporan akhir sebagai kesimpulan) perlu disimpan secara baik dan benar dengan 
memperhatikan kerahasiaan data mengingat penyimpanan yang menggunakan IT.    

 Perlu digunakan password penyimpanan file dan password perangkat keras 
(flashdisk atau komputer) untuk menjaga kemungkinan bocornya data.  

 
 

3.11 CATATAN REKOMENDASI TELE-ASESMEN PER BIDANG PROFESI   
 
CATATAN REKOMENDASI BIDANG PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI  
 
ASESMEN INDIVIDU 

 Prodi dapat menyarankan penggunaan asesmen dengan pendekatan perilaku 
(behavioral approach), seperti behavioral-based interview, simulasi, games, proposal 
writing, problem analysis, dsb. dapat dikembangkan secara spesifik agar dapat 
menjawab tujuan pemeriksaan dan memungkinkan dilakukan secara online 

 Prodi dapat menerapkan metode asesmen center  
 

Persiapan yang perlu dilakukan:  
 Perlu dibuat panduan dan prosedur tes secara online yang lebih detail, jelas dan 

lengkap untuk dosen pembimbing dan mahasiswa 
 Membuat rancangan yang utuh sesuai dengan tujuan dan maksud dari asesmen    
 Memberikan pembekalan kepada mahasiswa terkait asesmen dengan 

pendekatan perilaku, termasuk asesmen center 
 Dalam melakukan Tele Asesmen yang berbasis perilaku ini, mahasiswa harus 

menggunakan 3-4 teknik/tools yang dapat menjaring kompetensi yang 
dibutuhkan, bukan hanya wawancara tapi bisa simulasi (role play dan games) 

 Diterapkan inter-rater assessment sehingga mahasiswa bertindak sebagai asesor 
yang berpasangan dengan mahasiswa lainnya 

 Jika menggunakan teknik/tool role playing, maka mahasiswa perlu mencari role 
player dan yang bersangkutan perlu latihan terlebih dahulu.    

 
ASESMEN KELOMPOK 
Pengertian klien kelompok adalah sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu unit 
kerja, misalnya Divisi SDM atau Bagian Keuangan. 
 Teleasesmen tetap dapat dilakukan pada 1 jenis bagian/ divisi/tim kerja dan bukan pada 

kumpulan manager/staf.  
 Teleasesmen dapat dilakukan dengan menyebarkan angket, FGD ataupun interview 

secara online terhadap seluruh anggota unit kerja ataupun perwakilan perusahaan 
sebagai narasumber 

 Untuk Teleasesmen terkait Dinamika Kelompok, perlu dipikirkan sebuah simulasi 
kelompok (group role play) dengan skenario yang sangat mirip/mendekati kegiatan 
keseharian antar anggota di tempat kerja (sebelum WFH) sehingga tergambarkan pola 
komunikasi. leadership formal dan informal, peta pengaruh (power distribution), relasi 
interpersonal antar anggota kelompok, kohesivitas kelompok, teamwork dan konflik 
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Persiapan yang perlu dilakukan: 
 Mahasiswa dan dosen melakukan pertemuan awal dengan manajemen untuk 

menyampaikan proses asesmen yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini 
mencakup konsep, metode, personil yang terlibat dan hal lain yang diperlukan 

 Menetapkan rancangan asesmen yang utuh sesuai dengan tujuan 
 Dalam proses analisis dapat menggunakan data sekunder yang disediakan 

perusahaan, dilengkapi dengan analisis yangg komprehensif 
 Alat ukur sosiometri perlu digunakan    
 Perlunya panduan teknis dan juga persiapan penanganan masalah teknis yang 

mungkin muncul pada saat dilakukannya tele asesmen. 
 
ASESMEN ORGANISASI 
Pengertian Klien Organisasi adalah kasus terkait satu keseluruhan organisasi yang terdiri dari 
beberapa unit kerja dan sejumlah karyawan serta telah memiliki sistem pengelolaan organisasi 
dan SDM (rekruitmen, seleksi, penempatan dan pengembangan) 

 Tele Asesmen harus dilakukan dengan memilih salah satu pendekatan  untuk analisis 
keseluruhan sistem di organisasi, bukan hanya bagian (sub sistem) dari organisasi 
sampai mengerucut pada identifikasi masalah pada bahasan perilaku organisasi. 

 Tele Asesmen dapat dilakukan dengan menyebarkan angket, FGD ataupun interview 
secara online terhadap anggota unit kerja  

 Perlu dilakukan observasi virtual terkait kondisi fisik dan suasana kerja, dengan melihat 
film company profile dan videocall keliling lingkungan kantor. 

 
Persiapan yang perlu dilakukan:  

 Mahasiswa dan dosen melakukan pertemuan awal dengan manajemen untuk 
menyampaikan proses asesmen yg akan dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini 
mencakup konsep, metode, personil yang terlibat dan hal lain yang diperlukan 

 Menetapkan rancangan asesmen yang utuh sesuai dengan tujuan 
 Dalam proses analisis dapat menggunakan data sekunder misalnya laporan 

tahunan, namun hendaknya dilengkapi dengan analisis yang komprehensif 
 Perlunya panduan teknis dan juga persiapan penanganan masalah teknis yang 

mungkin muncul pada saat dilakukannya tele asesmen. 
 Mahasiswa perlu membuat rancangan kegiatan asesmen dan intervensi online 

secara mendetail (Rundown: tujuan, bentuk, metode, teknik, tools yang dipakai, 
jadwal, serta partisipan karyawan dari perusahaan yang hadir online) 

 
 
CATATAN REKOMENDASI BIDANG PSIKOLOGI KLINIS  
ASESMEN INDIVIDU 

 Asesmen dilakukan dengan metode observasi dan wawancara secara mendetail 
dengan bantuan dari orangtua atau significant others.  

 Orangtua melakukan rekaman video selama beberapa waktu dan 
dikomunikasikan dengan mahasiswa.  

 Mahasiswa dapat mencatat hasil observasi dan memperkuat asesmen 
menggunakan wawancara terstruktur.  

 Video dapat dilakukan selama 1-2 jam setiap hari selama 3- 5 hari untuk melihat 
kemunculan perilaku. 

 Asesmen Klinis anak juga dapat dibantu dengan worksheet self-monitoring atau self-
observation yang disiapkan mahasiswa  dan diisi oleh orangtua dengan cara yang 
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mudah dan menarik. Worksheet dikirimkan melalui foto atau dilakukan menggunakan 
format online semacam googledoc (Behavior Observation Made Easy). 

 Asesmen kognitif dilakukan secara informal menggunakan konsep Piaget atau 
berdasarkan pendekatan TPBA (Transdisciplinary Play-Based Assessment) yang 
dilengkapi dengan sensory motor development, vision development, emotional and 
social development, communication development, hearing screening and visual for deaf 
or Hard of hearing &  cognitive development.  

 Asesmen kasus Klinis Dewasa sebaiknya mengikuti tahapan konseptualisasi kasus 
klinis/integratif (Ingram, Clinical Case Conceptualization, 2012) 

 Asesmen berupa tes intentory perlu disajikan (minimal 1), verbal test dapat disajikan 
untuk tes IQ, dan Functional Behavioral Assessment atau A-B-C asesmen jika 
diperlukan. 

 Asesmen dikuatkan dengan wawancara SOHP/SOAP (Subjective, Objective, 
Hypothesis/Analysis, Plan), ADDRESSING (Hays, 2001/ seperti Riwayat Hidup : Age, 
Developmental, Dissability, Religion, Ethnic, Social Economic, Sexual Orientation, 
Indigenous, National Origin, Gender); BASIC SID (Richards & Bergin, 2005)(Behavior, 
Affect, Sensation, Imagery, Cognitive, Spiritual, Interpersonal, Drugs/Biology) dan 
SIGECAPS (Sleep Disturbance, Interest decrease in pleasure activities & Sex, Guilt, 
Energy decrease, Concentration, Apetite, Psychomotor, Suicidal Ideation) serta MSE 
(Mental Status Examination). 

 Mahasiswa profesi perlu mengomunikasikan klien dengan singkat, mendetail dan jelas 
mengenai prosedur penanganan psikologis yang akan dihadapi, baik itu kerahasiaan 
dalam asesmen, intervensi, dan evaluasi, termasuk, melakukan inform consent dan 
melengkapi data yang diperlukan (mencatat no telepon orang lain yang signifikan, yang 
mungkin diperlukan dalam keadaan darurat). Penjelasan dan prosedur tersebut 
diperlukan agar klien nyaman, percaya, dan respek pada situasi layanan psikologis yang 
diberikan 

 
ASESMEN KELOMPOK 

 Pengertian klien kelompok dalam kasus klinis dewasa dapat mencakup penanganan 
klinis untuk pasangan, keluarga, atau kelompok kasus sejenis yang dapat ditangani 
bersama.  

 Banyaknya individu dalam kelompok dapat dibatas 2-6 orang, panduan untuk couple 
therapy, family therapy, maupun group therapy sebaiknya dibuat dan disesuaikan 
dengan kondisi daring. 

 Perlunya penyusunan panduan teknis dan juga persiapan penanganan masalah teknis 
yang mungkin muncul pada saat dilakukannya tele asesmen dalam kasus kelompok tsb 

 
 
CATATAN REKOMENDASI BIDANG PSIKOLOGI PENDIDIKAN  
Observasi Bidang Psikologi Pendidikan 

 Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang terkini, dengan 
melibatkan pihak sekolah maupun orangtua 

 Observasi jarak jauh yang dilakukan dapat secara langsung maupun dengan rekaman 
 Observasi didesain senatural mungkin, agar memperoleh “meaningfull information” 
 Penggunaan data sekunder dalam observasi sangat dimungkinkan (misal : suasana 

pembelajaran di kelas sebelumnya) 
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Wawancara Bidang Psikologi Pendidikan 
 Metode ini harus menjadi metode andalan dalam tele-asesmen 
 Praktikum dapat dilakukan dengan model simulasi didalam kelas, dengan setting yang 

memungkinkan terjadinya transfer of knowledge and skills 
 Porsi latihan dalam wawancara harus ditambahkan jika menggunakan pendekatan 

tele-asesmen 
 
Tes Psikologi Bidang Psikologi Pendidikan 

 Hanya tes-tes psikologi tertentu yang dapat disajikan secara daring (misalnya Tes SSCT 
masih mungkin dilaksanakan) 

 Pembelajaran tentang tes psikologi harus diperkuat dalam skoring dan interpretasi 
(dengan menggunakan blindcase) 

 Praktik penanganan tes psikologi tetap harus dilaksanakan secara luring, dengan 
protokol kesehatan yang ketat. 

 Perlu usaha bersama untuk membuat tes-online untuk mengukur abilitas kognitif dan 
kepribadian. 

 Penyelenggara harus mengontrol ketat agar dosen tidak melakukan tindakan yang 
dapat mengurangi kerahasiaan tes psikologi 

 
 

II. PANDUAN PRAKTIS DALAM TELE INTERVENSI PSIKOLOGI 
 
Pada Bagian 1 Panduan ini,  telah dijelaskan prinsip-prinsip dalam tele-intervensi psikologi 
terutama terkait seberapa perlu intervensi dilakukan, kasus yang ditangani, tingkat 
keberbahayaan klien (pada diri dan orang lain) dan pentingnya keterlibatan pembimbing atau 
supervisor sejak persiapan hingga evaluasi hasil intervensi. Pada panduan ini akan diperjelas 
hal-hal yang lebih praktis dan memuat formulasi rekomendasi dari Seminar yang 
diselenggarakan AP2TPI.  
Proses yang dapat dipertimbangkan dalam menjajagi kecocokan klien untuk mendapatkan 
layanan tele-intervensi:  

1. Informasikan pilihan layanan apa yang tersedia untuk klien (teks, suara atau vide) saat 
memberikan pengumuman atau pemberitahuan mengenai pembukaan layanan 
psikologi untuk praktik.  

2. Pada sesi intake:  
 Verifikasi umur dan identitas klien melalui dokumen yang resmi (KTP, dll) Tanyakan 

informasi lain yang relevan.  
 Siapkan informasi mengenai pemberi layanan (mahasiswa) misalnya kartu 

pengenail mahasiswa 
 Utamakan untuk  melakukan asesmen cepat atas  kebutuhan layanan emergenis 

atau rujukan psikiatrik atau rujukan dokter terkait kesehatan fisik  
 Penjelasan mengenai benefit dan resiko layanan daring, dan kemungkinan jika sesi 

perlu dilanjutkan sesi tatap muka langsung.  
3. Lakukan kesesuaian untuk tele-intervensi (lihat diatas)  

 Tentukan statusnya apakah tidak cocok mendapatkan intervensi psikologis-  
 Segera rujuk ke layanan yang lebih tepat jika ditemukan kecocokan maka lanjutkan 

dengan  pemerolehan informed consent, penjelasan proses terapi, dan mulai sesi 
teleintervensi. 



 

 30 

4. Selalu lakukan verifikasi identitas dan asesmen kebutuhan atas layanan emergensi atau 
dokter (kesehatan fisik) pada setiap sesi.  

5. Terminasi sesi dilakukan setelah tujuan intervensi tercapai berdasarkan evaluasi 
kemajuan klien yang didiskusikan dengan pembimbing. 

6. Berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing/ supervisor, segera hentikan layanan jika:  
 Situasi klien atau gejala tidak ada perubahan atau justru memburuk 

 Lakukan psikoedukasi tentang kondisi klien dan pentingnya merujuk 
 Lakukan rujukan pada sumber rujukan yang tepat dan menyediakan surat 

rujukan 
 Terjadi ketidaknyamanan yang signifikan bagi salah satu atau kedua belah pihak 
 Terindikasi layanan tatap muka langsung dibutuhkan. 

 
Mengacu pada ketentuan mengenai jenis layanan intervensi psikologi (HIMPSI  2020) maka 
jenis tele intervensi yang dapat dilakukan antara lain adalah konseling, psikoedukasi, 
psikoterapi, coaching, mentoring, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan komunitas 
atau organisasi.   Psikoterapi memiliki aturan yang spesifik dalam kaitannya dengan 
kompetensi, sehingga layanan psikoterapi daring memerlukan proses pengambilan keputusan 
yang melibatkan supervisor secara intensif  dan pihak lain yang signifikan dimana akan berbeda 
pada setiap kasus.  
 
Pelaksananan sesi tele-intervensi untuk praktik profesi psikologi secara umum perlu 
mempertimbangkan:  
 Apakah telah dilakukan berdasarkan perjanjian sebelumnya dimana baik klien maupun 

mahasiswa profesi menyepakati waktu dan apa yang dilakukan jika waktu tersebut tidak 
dipernuhi (geser hari atau jam perjanjian).  

 Perjanjian dapat di lakukan melalui pesan tertulis (chat) atau email.  
 Penggunaan media komunikasi via email sangat bermanfaat terutama jika 

hendak mengirimkan materi terkait sesi pada klien (form, worksheet PR, dll) 
 Apakah ruangan yang digunakan baik klien maupun mahasiswa tenang dan privat, untuk 

selalu dipastikan pada setiap saat sebelum sesi berlangsung.  
 Apakah posisi kamera yang memungkinkan pandangan yang jelas baik klien maupun 

mahasiswa  
 Apakah semua aplikasi dan notifikasi telah ditutup atau diminimalkan selama sesi 

berlangsung 
 Apakah waktu sesi, frekuensi, dan durasi sesi intervensi telah disepakati sebelumnya 

dengan klien termasuk kesepakatan tentang prosedur dan penjadwalan ulang jika terjadi 
sesi yang dibatalkan atau menjadi batal karena masalah internet atau koneksi. 

 Selama sesi berlangsung, jika terjadi gangguan teknis komunikasi (karena masalah 
jaringan misalnya) maka sesi akan dihentikan (terminasi) dan digantikan segera 
dengan perjanjian baru sebagai pengganti. 

 Apakah waktu yang diperlukan untuk merespon komunikasi email perlu dikomunikasikan 
dengan jelas  oleh mahasiswa profesi kepada klien; dan hal ini berlaku pada keduabelah 
pihak. 

 
2.1 TELE INTERVENSI MELALUI TEKS  
Jika intervensi melibatkan media komunikasi dengan teks (whatsapp chat, email, LiNE, dan 
sejeninsnya), maka mahasiswa perlu mempertimbangkan:  
 Apakah penggunaan platform dengan fasilitas chat, telah memperhatikan faktor privacy 

(bukan platform chat public), keamanan jaringan, dan kredibilitas penyedia platform. 
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 Apakah mahasiswa telah menggunakan nomor HP khusus yang hanya digunakan untuk 
keperluan layanan psikologi.  

 Mahasiswa sangat direkomendasikan untuk memiliki jam layanan yang 
disampaikan secara terbuka kepada klien.  

 Ketika mahasiswa sedang tidak dalam jam layanan, mahasiswa sangat 
direkomendasikan untuk dapat tetap memberikan jawaban singkat, atau 
mengatur penjawab otomatis terhadap pesan atau panggilan yang masuk; serta 
menginformasikan nomor yang dapat dihubungi 24 jam (hotline) jika klien berada 
dalam situasi darurat.  

 Apakah mahasiswa tidak menggunakan HP yang juga diakses bersama orang lain, 
misalnya anak, atau anggota keluarga lain. 

 Apakah handphone yang digunakan dalam keadaan terkunci dan memiliki password  
yang hanya diketahui oleh mahasiswa psikologi. 

 Dalam kondisi sangat mendesak, dimana mahasiswa psikologi tidak mampu 
mengupayakan HP khusus, maka mahasiswa psikologi harus dapat memastikan 
bahwa chat segera terhapus secara permanen dari HP dan memindahkan ke 
pencatatan yang lebih tertata  di alat lain (misalnya PC, Laptop) yang terkunci 
dengan password.  

 
Hal yang perlu dipertimbangkan adalah, bahwa konseling melalui teks memiliki risiko berupa 
potensi kesalahpahaman antar pemberi dan penerima layanan. Penilaian kompetensi dengan 
intervensi memalui pesan teks, belum ditetapkan secara khusus. Komunikasi teks disarankan 
sebagai moda komunikasi pendukung bukan yang utama.  

 
2.2 TELE INTERVENSI MELALU SUARA (VOICE)  
Intervensi psikologis dengan menggunakan suara tanpa gambar perlu memperhatikan hal-hal 
berikut:  

 Apakah mahasiswa profesi dan supervisor telah menggunakan nomer telpon khusus 
untuk berhubungan dengan klien (bukan nomer pribadi) 

 Apakah penetapan jam berinteraksi yang jelas dan tegas, yang disampaikan pada awal 
sesi?  

 Apakah telah ada kesepakatan interaksi atau keterlibatan orang ketiga untuk situasi 
emergensi terkait dengan kondisi klien?? 

 Apakah telah mempersiapkan media telepsikologi lain atau keberadaan pihak lain 
sebagai media penunjang? 

 Apakah mahasiswa profesi telah menajamkan kemampuan observasi dan wawancara 
dengan menggunakan media teknologi suara? 

 
2.3  TELE INTERVENSI MELALUI VIDEOCONFERENCE  
 
Beberapa prinsip intervensi psikologis daring telah dijelaskan pada bagian lain Panduan ini dan 
pada Bagian 1 Panduan,  yang berlaku pada penggunaan video-conference sebagai moda daring 
yang paling direkomendasikan dalam praktik kerja profesi karena kedekatannya dengan 
prosedur standar tatap muka langsung.    Pada bagian Panduan ini akan disajikan rekomendasi 
dari Seminar AP2TPI. 
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2.4. REKOMENDASI TELE-INTERVENSI PER BIDANG PEMINATAN (Seminar AP2TPI) 
 
CATATAN REKOMENDASI TELEINTERVENSI BIDANG INDUSTRI DAN ORGANISASI  
INTERVENSI INDIVIDU  

 Jenis-jenis intervensi untuk kasus individu dalam setting industri yang dapat dilakukan 
secara online antara lain konseling, mentoring, coaching. 

 Tele Intervensi dapat dilakukan dengan menggunakan platform digital yang ada seperti 
zoom, webex, google meet, dsb., ataupun menggunakan aplikasi khusus (misalnya 
konseling berbasis aplikasi mobile)    
Persiapan yang perlu dilakukan  

 Harus dipastikan bahwa ada Mata Kuliah Intervensi Individu khususnya 
Coaching/Mentoring kepada para mahasiswa (seperti layaknya Mata Kuliah 
Konseling). Konseling merupakan bentuk tele intervensi yang bisa dilakukan 
misalnya  untuk karyawan atau klien bermasalah.    

 Tahap persiapan perlu dipersiapkan secara mendetil antara mahasiswa dan 
dosen pembimbing atau supervisor, untuk memastikan terlaksananya 
intervensi yang sesuai dengan etika yang berlaku. 

 Keterbatasan dari tele konseling harus dipahami agar mahasiswa dan dosen 
dapat mencari alternative solusi. 

 Screening tools ataupun evaluation tools (seperti angket kepuasan klien) dapat 
diberikan kepada klien secara online 

 Pembimbing dapat berada di ruang virtual untuk memastikan dalam proses 
konseling berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

 Disarankan untuk melakukan perekaman dalam proses konseling dengan 
tetap meminta izin keipada klien.  

 
INTERVENSI KELOMPOK 

 Jenis-jenis intervensi kelompok yang dapat dilakukan secara online antara lain group 
coaching, group mentoring, konseling kelompok 

 Tele Intervensi Level Kelompok tidak bisa digantikan dengan kasus individu atau 
organisasi (SK AP2TPI tentang PKPP PIO) 

 Tele Intervensi Kasus Kelompok dapat dilakukan dengan menyusun modul intervensi 
online yang disesuaikan dengan tujuan intervensi (yang berasal dari tahap tele 
asesmen). 

 Tele Intervensi ini dapat berupa peningkatan pengetahuan, ketrampilan tertentu, sikap 
dan kemampuan dari klien kelompok tersebut 
Persiapan yang perlu dilakukan: 

 Perlu adanya pernyataan kesediaan dari anggota kelompok dan manajemen 
organisasi untuk dilakukan intervensi kelompok 

 Mahasiswa bersama dengan pembimbing merumuskan jenis intervensi yang 
dapat dilakukan secara online dengan memperhitungkan kendala-kendala yang 
mungkin terjadi dalam intervensi dengan metode online 

 Rancangan intervensi kelompok harus disetujui oleh pembimbing 
 
INTERVENSI ORGANISASI 
 Pengertian Klien Organisasi adalah 1 keseluruhan organisasi yang bisa terdiri dari 

beberapa unit kerja dan sejumlah karyawan serta sudah memiliki sistem pengelolaan 
organisasi. 
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 Rancangan/kegiatan intervensi, penekanannya bukan pada perubahan/ perbaikan 
subsistem (seperti mengubah struktur/melakukan Analisa Jabatan atau menyusun Job 
description atau menyusun Performance Appraisal) karena ini hanya merupakan 
prasyarat. 

 Yang harus dirancang/dilakukan adalah Intervensi untuk perubahan perilaku 
karyawan/pegawai, dengan mengutamakan Bahasan Perilaku Organisasional level 
Organisasi (boleh juga level kelompok dan individu) namun berjenjang sesuai Kajian 
Organizational Behavior menuju level organisasi. 

 Tele Intervensi dapat berupa rancangan intervensi yang disusun dalam bentuk modul 
rancangan intervensi organisasi. 
 
Persiapan yang perlu dilakukan: 

 Perlu adanya pernyataan kesediaan dari anggota organisasi dan manajemen 
organisasi untuk dilakukan intervensi organisasi 

 Mahasiswa bersama dgn pembimbing merumuskan jenis intervensi yang dapat 
dilakukan secara daring dengan  memperhitungkan kendala-kendala yang mungkin 
terjadi dalam intervensi dengan metode daring 

 Rancangan intervensi organisasi harus disetujui oleh pembimbing/supevisor 
 Rancangan intervensi organisasi dapat dikomunikasikan dengan level management 

(mid atau top management). 
  
CATATAN REKOMENDASI TELEINTERVENSI BIDANG KLINIS DEWASA 
INTERVENSI INDIVIDU  

 Modifikasi Perilaku, Terapi Kognitif Perilaku, Terapi Psikologi Positif, dan terapi lain yang 
berbasis konseling dapat dilakukan dengan panduan dan tahapan-tahapan teknis yang 
jelas.  Hipnoterapi dan yang sejenis dengan itu, tidak disarankan, karena kondisi klien 
yang tidak ‘terkendali langsung’. 

 Penyusunan rancangan yang rinci dan terarah perlu dibicarakan dengan Supervisor 
atau Pembimbing Kasus, agar secara etika hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan, 
sesuai dengan kode etik yang berlaku. 

 Umpan balik dari klien sebaiknya diberikan setiap sesi, termasuk evaluasi tentang 
pencapaian keseluruhan pada tahap terminasi  

 Penyimpanan data dan manajerial data perlu diperhatikan serinci mungkin agar  
kerahasiaan dan keamanan datanya dapat benar-benar terjamin (bila diperlukan ada 
layanan ‘satu pintu’ untuk klien dan data laporan dicatat penyimpanannya dengan 
seksama, sehingga tidak ‘tercecer’. 

 
INTERVENSI KELOMPOK 

 Tele intervensi kelompok mulai dari terapi pasangan, keluarga, dan kasus sejenis, masih 
dapat dilakukan asalkan rancangan terapi dan langkah-langkahnya juga jelas dan  
terarah. 

 Setiap sesi, termasuk terminasi, klien perlu memberikan umpan balik, sehingga 
kelangsungan layanan dapat terdokumentasi dengan baik dan lengkap. 

 Metode kelompok dapat dilakukan melalui media whatsapp grup menggunakan pesan 
tertulis, pesan suara yang dikombinasi dengan group voice/video call dan tatap muka 
menggunakan media seperti zoom, googlemeet dll. Pada kegiatan ini juga didukung 
oleh worksheet yang dibagikan secara online, video/film pendek atau materi tertulis 
lain. 
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INTERVENSI KOMUNITAS 
 Intervensi komunitas dapat diberikan berupa seminar online dan public 

campaign/education secara online dan interaktif yang memungkinkan untuk mencatat 
reaksi kelompok masyarakat sasaran. Kegiatan edukasi kelompok seperti kuliah 
whatsapp selama beberapa sesi juga dapat menjadi pilihan. 

 
 
CATATAN REKOMENDASI TELE-INTERVENSI BIDANG KLINIS ANAK 
Kasus Kompleks Anak (long-term case atau kasus panjang) 
Kasus kompleks meliputi kegiatan yang dilakukan untuk meng-ases masalah dan interversi yang 
tepat untuk dilakukan. Kegiatan intervensi kasus kompleks, meliputi: 

 Merancang treatment plan berdasarkan hasil asesmen 
 Treatment plan mencakup (Jongsma, Peterson & McInnis): 

 Problem selection 

 Problem definition 

 Goal (long-term goal/global goal) 

 Objective construction 

 Intervention creation 

 Diagnostis Determination (jika diperlukan) 
 Monitoring & Evaluation 

Proses monitoring seperti apa yang digunakan untuk memastikan treatment plan 
berjalan seperti yang direncanakan (sistem data collection seperti apa yang digunakan) 

 Proses evaluasi terhadap intervensi yang diberikan perlu dilakukan dan 
didokumentasikan 

 
Kasus Sederhana Anak (short-term case atau kasus pendek) 
Kasus sederhana anak berfokus pada konsultasi untuk memberikan alternative dalam 
pemecahan masalah. Kegiatan intervensi kasus pendek, meliputi: 

 Jika intervensi hanya 1 sesi, mahasiswa wajib mendokumentasikan pertemuan dalam 
format SOAP (subjective, Objective, Action, Plan) atau DAP (Descriptive, Action, Plan. 
Bisa pakai sistem lainnya, jika di Indonesia ada proses mendokumentasikan sesi 
interaksi dengan klien. 

 Jika intervensi lebih dari 2 sesi, maka mahasiswa wajib membuat treatment plan 
(Jongsma, Peterson & McInnis): 

 Problem selection 

 Problem definition 

 Goal (long-term goal/global goal) 

 Objective construction 

 Intervention creation 
 Monitoring & Evaluasi  

 Proses monitoring seperti apa yang digunakan untuk memastikan treatment plan 
berjalan seperti yang direncanakan (sistem data collection seperti apa yang 
digunakan) 

 Proses evaluasi terhadap intervensi yang diberikan perlu dilakukan dan 
didokumentasikan. 

 
CATATAN REKOMENDASI TELE-INTERVENSI BIDANG PENDIDIKAN  

 Kasus individu harus meliputi kasus anak dan remaja 
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 Kasus individu yang membutuhkan pengukuran inteligensi secara standar (misal kasus 
IDD), dapat disubstitusi dengan kasus lain. 

 Kasus individu dapat diperoleh secara langsung melalui sekolah, atau kasus di dunia 
pendidikan yang datang ke unit layanan psikologis di biro psikologi, kampus, dan 
sebagainya. 

 Dalam penanganan kasus harus bedad di bawah  supervisi dari pembimbing maupun 
profesional terkait. 
 

 
2.5 INFORMED CONSENT (PERSETUJUAN TINDAKAN) DALAM TELE INTERVENSI   
 
2.5.1 Lingkup Informed Consent  
Kesepakatan yang mengikat keduabelah pihak juga meliputi -namun tidak terbatas pada- 
setidaknya hal-hal tersebut di bawah ini:  
 Bahwa klien berkehendak/bersedia mengikuti sesi asesmen, konseling, psikoedukasi atau 

jenis layanan lain melalui telepsikologi (sesuai moda komunikasi yang dipilih), atas 
kemauan sendiril dan menyediakan kontak emergensi (emergency contact person) yang 
dapat dihubungi. 

 Bahwa layanan psikologi di berikan oleh mahasiswa profesi psikologi dalam supervisi, yang 
akan terlibat dalam proses intervensi. 

 Bahwa komunikasi ini bersifat personal dan privat yang hanya berlaku untuk klien yang 
bersangkutan saja. 

 Bahwa komunikasi tertulis maupun rekam tidak akan diteruskan kepada pihak lain, dalam 
bentuk apapun; termasuk pesan di-forward, copy paste, screen-capture, , dan lain-lain yang 
serupa. 

 Data sekuriti yang bersifat teknis terkait keterbatasan sekuriti dari aplikasi, adalah di luar 
kendali mahasiswa psikologi oleh karenanya mahasiswa profesi membebaskan diri dari 
tanggungjawab atas keamanan data yang terkait dengan keamanan jaringan.  Hal ini perlu 
disepakati oleh klien dan mahasiswa psikologi secara ekplisit dan dituliskan dalam 
kesepakatan (informed consent). 

 Penggunaan data dari pihak ketiga, misalnya rekam medis, rapor sekolah, performa kerja; 
diperoleh atas persetujuan klien yang tertuang dalam informed consent 

 Jika klien menunjukkan perilaku yang membahayakan diri atau orang lain, perlu informed 
consent tersendiri terkait kontrak keamanan (safety-contract)  

 Bahwa privacy terkait tempat di mana diselenggarakan konseling adalah tanggungjawab 
masing-masing pihak, dalam hal ini: 

a. Klien bertanggungjawab atas privasinya sendiri, misalnya menggunakan ruang yang 
tertutup dan tidak terdengar dari orang lain yang tidak dikehendaki.  

b. Sementara mahasiswa psikologi perlu memastikan klien telah mengamankan 
privasinya sendiri dengan bertanya langsung apakah yang bersangkutan telah 
mengamankan isu privasi tersebut.   

c. Mahasiswa psikologi menyatakan dengan jelas bahwa mahasiswa psikologi telah 
menjaga privasi klien dengan menyatakan kondisi tempat dimana ia melakukan.  

 
Catatan: lihat pada bagian lain panduan ini terkait infomed consent.  

 
2.6 Penetapan Waktu Intervensi dan Pembayaran  

 Mahasiswa psikologi menetapkan waktu pemberian layanan dengan jelas pada awal 
sesi, untuk membatasi komunikasi tidak terlalu melelahkan bagi kedua belah pihak. 
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Asesmen biasanya memerlukan waktu lebih lama dari pada intevensi.  Rata-rata waktu 
teleintervensi adalah 60 s/d 75 menit.     

 Sebelum sesi berakhir, mahasiswa psikologi meminta klien menyampaikan apa yang 
diperoleh dari sesi dan apa yang akan ditindaklanjuti klien setelah sesi.   

 Mahasiswa perlu menjelaskan mengenai batasan layanan dan peran supervisor dalam 
layanan ini.   

 Klien perlu memahami dengan jelas bahwa sesi tidak berbayar dan bahwa ada 
kemungkinkan berinteraksi langsung dengan supervisor pada situasi yang 
membutuhkan. 

 
 

III. PANDUAN PRAKTIS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 
 
 
3.1 KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI  

 Pembatasan diri dari eksposure media yang dimaksud misalnya membahas atau 
memberi komentar tentang aktivitas profesional dirinya dengan klien di social media 
atau menyinggung identitas  seseorang sebagai klien-nya  di sosial media. 

 Tidak berteman dekat dengan klien di sosial media. 
 
3.2 KEAMANAN DAN TRANSMISI DATA DAN INFORMASI  
 
Dalam rangka melindungi data/informasi klien dan menjaga keamanan transmisi data, berikut 
hal-hal yang perlu mahasiswa profesi perhatikan:  
 
3.2.1 Potensi Ancaman terhadap Keamanan dan Transmisi Data dan Informasi kKien. 

Potensi ancaman itu antara lain berupa: (a) virus komputer, (b) hacker, (c) pencurian 
perangkat teknologi, (d) kerusakan hard-drive atau portable drive, (f) kegagalan sistem 
keamanan, (g) kerusakan software, (h) adanya aksesibilitas yang mudah terhadap file 
elektronik yang tidak terlindungi, (i) teknologi yang gagal berfungsi, atau kadaluarsa, (j) 
kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh perusahaan/vendor teknologi, misalnya 
pemasaran produk  melalui email.  
 

3.2.2. Hukum dan Peraturan yang Berlaku.  
Mahasiswa perlu memahami hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur tata cara 
penyimpanan dan transmisi data/informasi klien secara elektronik.  Mahasiswa juga perlu 
melaksanakan prosedur yang selaras dengan peraturan-peraturan tersebut.   
 

3.2.3. Analisis Risiko 
Dalam konteks pengamanan data ini, mahasiswa perlu mempertimbangkan: 

 Apa dampak yang dapat muncul secara disengaja ataupun tidak disengaja dari 
penggunaan teknologi umum atau pribadi,  

 Apakah hubungan terapeutik terjalin aktif dan tidak aktif,  
 Apa  saja pengamanan yang diperlukan untuk beragam lingkungan fisik, staf 

(profesional vs. administrasi), dan teknologi telekomunikasi. 
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 Melakukan analisis risiko terhadap setting praktik, teknologi telekomunikasi, dan 
staf administrasi terkait untuk memastikan bahwa data/informasi klien hanya dapat 
diakses oleh individu yang sesuai dan berwenang.  

 Apakah mahasiswa telah berusaha mendapatkan pelatihan atau konsultasi yang 
sesuai dari ahli yang relevan dalam melakukan analisis risiko tersebut diatas sesuai 
dengan kondisi klien dan pilihan media penyimpanan data. 

 
3.2.4. Metode Pengamanan Data 

Mahasiswa perlu memastikan bahwa prosedur telah diterapkan untuk melindungi dan 
mengendalikan akses ke data/informasi klien dalam suatu sistem informasi. Dalam sistem 
informasi tersebut, mahasiswa dapat mengenkripsikan data personal/rahasia untuk 
penyimpanan atau transmisi, serta menggunakan metode pengamanan lainnya (seperti 
hardware dan software yang aman dengan password), untuk melindungi data/informasi 
yang disimpan atau ditransmisikan secara elektronik. 
 

 Ketika menyimpan arsip email, pesan online, dan media lain menggunakan teknologi 
telekomunikasi, mahasiswa perlu memahami bahwa dalam kasus-kasus tertentu, 
menyimpan komunikasi dalam bentuk asli mungkin dapat lebih baik dibandingkan 
menyimpan ringkasannya, bergantung pada jenis teknologi yang digunakan.  

 Ketika melindungi data/informasi klien dari akses atau pengungkapan yang tidak 
diinginkan, mahasiswa perlu memberitahukan kepada klien dengan jelas mengenai 
jenis teknologi telekomunikasi yang digunakan (contoh: email/telepon/video 
telekonferensi/teks), bagaimana teknologi tersebut digunakan, serta apakah 
layanan telepsikologi yang digunakan merupakan metode primer ataukah 
diperlukan kontak langsung juga. 

 
3.2.5.  Langkah apabila Kebobolan 

 Jika terdapat kebobolan data elektronik, mahasiswa segera mendiskusikan hal ini 
kepada superviso untuk menentukan langkah yang tepat.   

 Mahasiswa dan superviso perlu mempertimbangkan kesegeraan  menghubungi 
klien dan individu/organisasi terkait lainnya dengan.   

 Mahasiswa perlu mengupayakan hal yang terbaik untuk memastikan bahwa data 
dan informasi elektronik tetap dapat diakses walaupun terjadi kendala hardware, 
software, dan/atau perangkat penyimpanan, yakni dengan cara menyimpan versi 
backup data yang aman.  

 
3.3 Pembuangan Data dan Informasi dan Teknologi. 
 

 Mahasiswa profesi perlu memiliki penyimpanan data yang sistematis dan terpantau 
misalnya dengan menggunakan hard-drive eksternal yang terkunci atau penyimpanan 
data internal komputer yang digunakan hanya khusus untuk data klien.   

 Prosedur pembuangan data berkala perlu memperhatikan kepentingan jangka panjang 
klien dan status pemeriksaan terakhir. 

 Pemusnahan data berbentuk kertas perlu dipastikan sendiri oleh mahasiswa profesi, 
sementara pemusnahan data elektronik perlu mendapat penilaian dari ahli bahwa data 
tidak dapat dipulihkan kembali dengan mudah. 
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IV. PANDUAN TELE-SUPERVISI 
 
Prinsip dalam melakukan telesupervisi layanan psikologi, yaitu:  

1. Memprioritaskan kepentingan klien dan perlindungan atas masyarakat pengguna 
layanan. 

2. Berfokus pada pencapaian kompetensi dan perkembangan diri profesional dari 
supervisee 

3. Memerlukan supervisor yang berkompeten, baik pada tataran teori maupun praktik, 
pada area/bidang yang disupervisikan 

4. Berlandaskan hasil kajian ilmiah terkait kegiatan supervisi maupun kompetensi yang 
disupervisikan 

5. Berlangsung dalam relasi penyeliaan yang bersifat kolaboratif dan saling menghargai, 
termasuk didalamnya adalah komponen fasilitatif dan evaluatif yang di bangun, dijaga 
dan diperbaiki sesuai kebutuhan. 

6. Baik supervisor maupun supervisee memiliki tanggungjawab yang sama  sesuai perannya 
masing-masing 

7. Mengakui dan mengintegrasikan berbagai dimensi keberagaman pada seluruh aspek 
praktik profesional. 

8. Mengakui pengaruh faktor profesional dan personal, termasuk nilai, sikap, keyakinan dan 
bias pada hubungan interpersonal 

9. Patuh pada standar etik dan aturan hukum yang berlaku 
10. Menggunakan pendekatan yang berperspektif perkembangan dan berbasis kekuatan. 
11. Memerlukan praktik reflektif dan self-assessment baik supervisor maupun supervisee  
12. Termasuk evaluasi terkuasainya kompetensi yang ditargetkan oleh supervisee 
13. Memiliki fungsi gatekeeping profesional 
14. Merupakan proses yang berbeda dari konsultasi, psikoterapi personal, dan 

pembimbingan (mentoring). 
 
Pada pelaksanaan tele-supervisi, hambatan yang mungkin dihadapi baik oleh supervisor 
maupun supervisee antaralain: 

1. Kendala teknis (jaringan, penguasaan teknologi, keterbatasan perangkat) 
2. Struktur dan setting supervisi (individual/kelompok, jadwal, metode monitoring, 

presensi, penugasan) 
3. Menjaga kerahasiaan klien yang ditangani oleh supervisee 
4. Membina aliansi kerja atau relasi penyeliaan antara supervisor dan supervisee 
5. Menjaga professional boundaries  
6. Penanganan situasi darurat, baik bagi klien yang ditangani supervisee maupun supervisee  
7. Monitoring proses dan evaluasi kompetensi supervisee  

 
Beberapa hal yang sering menjadi kendala supervisee dalam layanan telekonseling atau 
teleintervensi psikologi antaralain: 

1. Kendala membangun kepercayaan karena klien sering merasa pembicaraan online kurang 
personal, maupun kendala dari kepercayaan diri supervisee dalam melakukan komunikasi 
terapeutik secara daring.  

2. Sulit membaca bahasa tubuh klien 
3. Gangguan konek internet dan keterbatasan penggunaan perangkat, maupun dasar 

pertimbangan pemilihan platform 
4. Tidak bisa atau kurang optimal dalam penanganan klien dengan gangguan mental 

serius/kompleks  dan risiko melukai diri sendiri/orang lain. 
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Persiapan Supervisor  

 Perlu untuk menyiapkan diri dalam memberikan supervisi daring, terutama 
pengelolaan kegiatan supervisi termasuk keterlibatan dalam pengelolaan praktik 
mahasiswa bimbingan 

 Perlu memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menyediakan layanan daring 
termasuk pengetahuan mengenai teknologi informasi. 

 Jika supervisor belum memiliki kemampuan layanan daring, maka supervisor perlu 
menyiapkan sistem supervisi agar dapat menjalankan fungsi supervisi dengan baik, 
misalnya dengan membentuk tim supervisi yang melakukan diskusi berkala terkait 
kegiatan supervisi pada mahasiswa.   
 
Layanan telepsikologi merupakan hal baru dalam pendidikan profesi psikologi di 

Indonesia yang terdesakkan agenda pengembangannya karena situasi pandemi. Sekalipun 
demikian, perkembangan situasi ekonomi, sosial politik termasuk teknologi telah 
mempengaruhi cara-cara manusia berelasi dan berinteraksi.    Oleh karena itu, layanan 
psikologi daring perlu mulai dipertimbangkan untuk terakomodasi dalam pendidikan profesi 
psikolog dengan lebih terstruktur dan terukur.  Kegiatan supervisory merupakan kegiatan 
utama yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri demi menjawab tantangan layanan 
profesi psikologi masa depan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur profesi dan 
kode etik psikologi.  
 

V. PENERAPAN KODE ETIK PSIKOLOGI 
 
Kompetensi memberikan layanan psikologis jarak jauh dan kerahasiaan serta keamanan data 
telah dijelaskan dalam Bagian 2 Panduan ini. Berikut rangkuman poin dalam menerapkan kode 
etik psikologi dalam pemberian layanan psikologi jarak jauh. 
 
5.1. Rangkuman poin penting dalam penerapan Kode Etik Psikologi dalam telepsikologi 
1. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data  

a. Privasi dan kerahasiaan  perlu dijaga baik dari sisi klien dan psikolog.  
b. Kerahasiaan yang dimaksud adalah: Kerahasiaan identitas, proses asesmen dan 

intervensi, rekam data, transfer data, kerahasiaan hasil. 
c. Pengaturan mengenai menjaga kerahasiaan dan keamanan data telah dijelaskan pada 

bagian lain panduan ini.  
 
2. Informed Consent dan Assent 

Pernyatan persetujuan atau Informed Consent (IC) dapat disampaikan secara tertulis dan 
dikirimkan sebagai dokumen elektronik. Jika informed consent disampaikan secara lisan 
maka harus dilakukan perekaman.  

 
a. Isi Informed Consent (IC).  

Secara umum poin-poin yang disampaikan dalam IC tidak berbeda dengan IC yang 
disampaikan secara luring dengan penyesuaian kondisi daring yang dilakukan oleh 
mahasiswa profesi, yaitu: 

 Kesediaan untuk mengikuti proses layanan psikologi jarak jauh  tanpa paksaan. 
 Layanan psikologi diberikan oleh mahasiswa profesi dibawah supervisi 

pembimbing yang akan terlibat dalam proses layanan. 
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 Jaminan kerahasiaan selama proses tersebut 
 Informasi tindakan atau kegiatan yang dilakukan selama proses pemeriksaan 

psikologis  
 Keuntungan dan/atau risiko yang dialami selama proses tersebut. 
 Kemungkinan proses perekaman data dan transfer data 
 Bentuk penyimpanan data  
 Orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan 

selama   proses 
 Penyediaan informasi kontak emergensi, karena ada Kemungkinan orang-

orang/institusi yang akan dihubungi jika ada hal-hal yang kerjadi yang 
merugikan diri sendiri atau lingkungan 
 

b. Pernyataan persetujuan tambahan (assent). 
1. Penyediaan assent atau persetujuan yang disampaikan oleh anak atau remaja 

berumur dibawah 17 tahun, tetap dilakukan. Dalam kasus-kasus khusus, 
pemerolehan informed consent tidak dapat sepenuhnya memenuhi standar 
internasional. Misalnya, pemerolehan IC dan assent anak sekolah, pihak sekolah 
dapat meminta persetujuan kepada orang tua bahwa ada kegiatan-kegiatan selain 
akademis yang akan dilakukan sehingga IC orang tua dapat digantikan oleh IC dari 
guru.  

2. Jika dalam proses pemeriksaan diperlukan orang lain yang membantu, misalnya: 
memperjelas pertanyaan, mengoperasikan perangkat, mendampingi saat proses 
pemeriksaan, maka diperlukan pernyataan persetujuan (IC) tentang:  
 Kerahasiaan 
 Bentuk keterlibatannya dalam proses pemeriksaan 
 Memberikan informasi sesuai dengan permintaan psikolog/klien seperti yang 

dimaksudkan oleh psikolog/klien yang di damping 
3. Pencatatan data di mobile device.  Izin klien diperlukan ketika mahasiswa 

memerlukan pencatatan yang disimpan dalam HP, atau pendokumentasian (filing) 
dilakukan dengan komputer atau dilakukan pencatatan dengan voice recording.  

4. Consent dari pihak ketiga yang membantu.   Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah 
pendamping orang dekat/signifika klien yang perku terlibat dalam proses karena 
situasi klien yang tidak memungkinkan (kasus berat) atau penanganan krisis.  
 

3.   Penjelasan Biaya dan Batasan layanan 
 Klien perlu memahami dengan jelas bahwa sesi tidak berbayar dan bahwa ada 

kemungkinkan berinteraksi langsung dengan supervisor pada situasi yang 
membutuhkan. 

 Pada saat layanan tidak dapat diteruskan, klien perlu memahami bahwa mahasiswa 
profesi akan memberikan penjelasan yang cukup mengapa layanan tidak bisa 
dilanjutkan dan menyediakan kontak untuk rujukan. 

 
5.2 Perhatian terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Mahasiswa profesi dan pembimbing, selain berpegangan pada Kode Etik Psikologi 
Indonesia,  juga perlu mempelajari dan senantiasa mengikuti aturan hukum yang berlaku  
terkait komunikasi daring misalnya: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
 

Pada intinya, untuk memenuhi kepatuhan kode etik psikologi, maka perlu dilakukan 
persiapan, kepastian penggunaan IT dan kesesuaian dengan kondisi klien. Pada bagian 
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lampiran, telah disusun check list kesiapan pemberian layanan telepsikologi (terlampir) yang 
dapat digunakan sebagai panduan kesiapan penggunaan teleconference dengan 
mempertimbangan etika dalam pelaksanaannya. 
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PENUTUP 
 

Panduan ini bersifat relatif generik,  dinamis, dan akan berubah sesuai dengan kemajuan 
teknologi informasi, bertambahnya pengetahuan ilmiah tentang layanan telepsikologi dan 
rekomendasi-rekomendasi yang lahir dari diskusi ilmiah baik dari Universitas maupun asosiasi 
profesi psikologi di Indonesia.   Penggunaan panduan ini dalam setting Klinis, Pendidikan, dan 
Industri Organisasi, perlu disesuaikan dengan kerangka kerja (framework) di bidang masing-
masing.   

Apabila ada hal-hal yang belum disampaikan dalam panduan ini, pembaca dapat 
mengacu pada sumber-sumber yang dapat dipercaya, misalnya dari World Health 
Organization, American Psychological Association, maupun peraturan resmi dari pemerintah 
Republik Indonesia.  

Panduan edisi pertama ini akan terus dievaluasi, untuk selanjutnya disempurnakan 
terutama pada intervensi non-individual.  Diharapkan, panduan cukup mudah digunakan oleh 
mahasiswa, dosen, pembimbing, supervisor, dan pengelola Program Studi Magister Psikologi 
Profesi. Semua masukan dapat disampaikan kepada Pengurus Asosiasi Penyelenggara 
Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia maupun Himpunan Psikologi Indonesia. Pedoman ini 
disertai dengan panduan, ceklist dan bahan-bahan presentasi yang disampaikan oleh para 
pakar beberapa waktu yang lalu.  

Demikian panduan ini disusun, semoga dapat menjadi pegangan bagi para mahasiswa, 
dosen, pembimbing, supervisor, dan pengelola Program Studi Magister Psikologi Profesi, agar 
dapat melaksanakan pendidikan pemberian layanan psikologi yang bermanfaat dan beretika 
bagi masyarakat.   
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LAMPIRAN  PANDUAN  

 

A. Checklist Kesiapan Pemberian Layanan Telepsikologi menggunakan Videoconference[11] 

 
Layanan menggunakan videoconference memerlukan berbagai kesiapan agar kepatuhan etik 

dalam layanan psikologi. Di samping prinsip kode etik psikologi yang harus dijaga, mahasiswa 

psikologi sudah semestinya memahami tentang tata aturan yang lebih luas dalam penggunaan 

IT.  

Kesiapan menggunakan teleconference melibatkan beberapa hal: dari sisi perangkat, penyedia 

layanan dan klien. Berikut cek list yang dapat digunakan sebagai panduan penanda kesiapan 

dan kecocokan antara mahasiswa dan klien. 

1.  Penyiapan Tempat Konsultasi dengan Videoconference 

Penyiapan tempat konsultasi dengan media daring:  

 Apakah lokasi cukup privat? Tidak bising dan tidak ada lalu lalang? 

 Apakah psikolog telah memastikan penerangan yang cukup dalam ruangan dan 

tidak ada refleksi cahaya yang menyilaukan jika dilihat dilayar klien? 

 Pastikan psikolog memposisikan kamera sedemikian rupa, agar mudah dilihat dan 

melihat klien, sehingga kontak mata terjaga. 

 Pertimbangkan untuk menyingkirkan hal-hal yang berpotensi mengganggu dari 

latarbelakang dimana psikolog duduk, sehingga klien tidak teralihkan perhatiannya 

pada hal-hal yang tidak perlu atau bahkan mengganggu.  

 Psikolog memastikan kualitas gambar dan suara pada awal sesi, termasuk koneksi. 

Pastikan tidak ada yang termatikan moda suaranya (mute) 

 Psikolog perlu memastikan adanya kontak mata yang stabil dan suara yang jelas 

sepanjang sesi.  

 

2. Penyiapan Teknologi komunikasi yang digunakan 

 

 Apakah platform teknologi komunikasi yang digunakan dapat terjaga sekuritasnya? 

Jika tidak yakin, bagaimana psikolog dan klien bersepaham tentang hal ini dan 

bagaimana cara-cara menjaga sekuritas disampaikan secara terbuka.  

 Apakah klien memiliki akses koneksi internet high-speed yang cukup untuk 

videoconference?  Jika tidak, diskusikan voice calling daring maupun telepon non-

daring, dan pesan tulisan; terutama sebagai sarana komunikasi dukungan 

psikososial dan psikoedukasi. 

 Apakah psikolog telah memastikan bahwa klien tau bagaimana caranya terhubung 

dengan video conference atau log-in? 

 Apakah psikolog menggunakan koneksi internet yang aman (secured Wi-Fi vs non-

secured public Wifi)?  Bagaimana dengan koneksi internet klien? 

 Apakah psikolog telah memastikan proteksi antivirus/antimalware untuk menjaga 

media telepsikologi yang digunakan psikolog terjaga dari retasan?  Bagaimana 

dengan klien? 

 

3. Sebelum Sesi konsultasi berlangsung 
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Lakukan asesmen cepat (skrining) apakah video conference efektif untuk mereka: 

 Pertimbangkan status klinis dan status kognitif klien 

 Apakah klien memiliki kemampuan mengupayakan teknologi untuk video 

conference misalnya: smartphone atau computer/laptop dengan webcam? 

 Pertimbangkan tingkat kenyamanan klien dalam menggunakan teknologi; jika 

diperlukan, lakukan persuasi untuk membantu klien memperbaiki tingkat 

kenyamanan penggunaan teknologi.  

 Apakah klien memiliki ruang yang cukup privat di tempat tinggalnya untuk 

melakukan sesi?  Bantu klien untuk memikirkan alternatif ruang privat tersebut. 

 Pertimbangkan keselamatan pasien (misalnya: kecenderungan bunuh diri) dan 

risiko kesehatan lain, risiko lingkungan tempat tinggal. 

 

4. Sebelum Sesi Konsultasi Berlangsung 

 Sekali lagi, diskusikan  dengan klien keuntungan dan risiko dari telepsikologi 

 Dapatkan kesepakatan hal-hal yang terkait layanan melalui telepsikologi dan 

diwujudkan dalam informed consent yang tertandatangani (digital signature)  

 Jika sudah disepakati penggunaan telepsikologi, pastikan (reviu kembali) informed 

consent yang pernah disepakati dan ditandatangani sebelumnya. 

 Apakah psikolog telah memiliki rencana cadangan seandainya ditengah sesi 

koneksi internet memburuk atau bahkan terputus? Apakah psikolog tau 

bagaimana terhubung dengan klien jika hal tersebut terjadi? Bagaimana dengan 

klien? 

 Apakah telah disepakati prosedur pembayaran sesi? (jika sesi berbayar) 

 Jika klien adalah anak dibawah umur atau mereka yang perlu mendapatkan 

pendampingan dari wali/orangtua/caregiver  sepakati dengan klien dimana 

sebaiknya para pendamping ini duduk mendampingi, selama sesi berlangsung. 

 Jika pendaftaran dilakukan secara online, pastikan data demografi yang diperlukan 

telah diperoleh sebelum sesi berlangsung, misalnya: Nama, Umur, Tempat Tinggal 

dan no yang dapat dihubungi, Jenis Kelamin, dan keluhan saat ini (presenting 

problem). 

5. Pada awal Sesi Berlangsung 

Pada Awal Sesi Berlangsung:  

 Verifikasi identitas klien, jika diperlukan 

 Konfirmasi lokasi klien dan nomer kontak yang dapat dihubungi  

 Reviu pentingnya privasi di lokasi psikolog memberikan layanan dan tempat 

dimana klien melakukan videoconference untuk menerima layanan. 

 Semua individu yang hadir dalam sesi (berada disekitar klien) perlu terlihat dari 

kamera psikolog sehingga psikolog mengetahui siapa saja berada dilokasi bersama 

klien.  

 Psikolog memastikan (konfirmasi) secara eksplisit kepada klien bahwa baik klien 

maupun psikolog tidak diperkenankan merekam sesi tanpa persetujuan dari 

keduabelah pihak.  

 Psikolog mematikan semua aplikasi dan notifikasi di komputer/smart phone yang 

digunakan untuk videoconference. Dan minta klien juga melakukan hal yang sama 
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 Lakukan sesi konsultasi seperti biasa yang psikolog lakukan ketika konsultasi tatap 

muka.   

6. Pada Pemerolehan Kesepakatan (Informed Consent) untuk semua jenis telepsikologi 

Pada Awal Sesi Berlangsung (atau pada saat pendaftaran) 

 Klien menerima penjelasan mengenai layanan yang diberikan. 

 Klien bersedia menerima layanan psikologi. 

 Klien memahami bahwa klien memiliki hak untuk menghentikan atau melanjutkan 

proses layanan. 

 Klien menyepakati moda komunikasi yang dipilih dan menyadari risiko kerahasiaan 

yang mungkin terjadi jika menggunakan aplikasi tak berbayar.  

 Klien menyepakati durasi waktu layanan, dan mahasiswa psikologi tidak 

terinterupsi oleh kegiatan lain. 

 Klien memahami manfaat dan konsekuensi dari pemberian layanan. 

 Klien memahami bahwa selama proses layanan akan dilaksanakan pencatatan 

guna pelaporan, namun seluruh data termasuk percakapan akan dijaga 

kerahasiaannya. 

 Klien memahami bahwa kesediaan (pemberian consent) atas penerimaan layanan 

direkam dalam bentuk audio ataupun cara lain misalnya fomulir elektronik (google 

form). 

 

B. Ceklis Informed Consent Pemberian Layanan Telepsikologi menggunakan Videoconference[11] 

 
 Terdapat potensi manfaat dan risiko layanan telepsikologi (misalnya keterbatasan 

kerahasiaan) yang berbeda dari sesi tatap muka langsung.  Kerahasiaan tetap harus 
dijaga dalam layanan telepsikologi, dan bahwa kedua belah pihak tidak akan merekam 
tanpa persetujuan salah satu pihak.  Bahwa kedua belah pihak sepakat menggunakan 
platform video-cenferencing dan bahwa psikolog akan memberi penjelasan bagaimana 
penggunaannya.  

 Menyediakan tempat yang tenang, bebas dari gangguan/distraksi termasuk telpon atau 
gadget lain. 

 Penggunaan koneksi internet yang aman, bukan menggunakan Wi-Fi public (gratis) 
 Mematuhi jadwal perjanjian (tepat waktu). Perubahan jadwal harus di dikomunikasikan 

kepada salah satu pihak sebelum waktu perjanjian, dengan telpon atau e-mail.  
 Perlu ada rencana cadangan (nomer telp yang bisa dihubungi) untuk mengulang sesi 

atau menjadwalkan ulang jika jaringan memburuk.  
 Perlu safety-plan termasuk setidaknya psikolog memiliki satu kontak darurat dan 

tempat bantuan darurat terdekat  dari klien, untuk mengantisipasi situasi krisis.  
 Untuk klien dibawah 18 tahun, perlu mendapatkan ijin atau consent ditandatangani 

oleh orang tua atau wali yang dilengkapi informasi kontak yang dapat dihubungi 
 Pastikan bahwa pembayaran sesi dapat diproses dengan baik, termasuk jika 

menggunakan asusransi. 
 Psikolog memiliki wewenang untuk menentukan, apakah layanan telepsikologi masih 

atau sudah tidak tepat lagi, dan perlu dilanjutkan dengan sesi tatap muka langsung.  
 
 


